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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta diklat
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aan Andrianih,SH.MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Budiaji,S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

3. Proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan
produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil
diklat. Aksi perubahan ini akan diimplementasikan di unit kerja kami dalam
milestone jangka menengah yaitu pada 1 Desember 2021 sampai dengan Februari
2022 dan milestone jangka panjang pada Maret 2022 sampai dengan Februari 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, 17 November 2021

Mengetahui
Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si Aan Andrianih,SH..MH.
NIP. 197008011996031001 NIP.197709012002122002
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Aan Andrianih,SH.MH.
NIP : 197709012002122002
Jabatan . Kasubag TU Pusat Teknologi Informasi

Unit kerja/instansi  : Sekretariat Jenderal DPR R

adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021, dengan judul Aksi Perubahan:

“Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi
Dengan Template di lingkungan Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI”

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Aksi Perubahan yang merupakan
output dari pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021, saya menyatakan
bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka panjang Aksi Perubahan tersebut di
atas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai.

Jakarta, November 2021

Yang menyatakan, Mengetahui Mentor,

(e

Anita Handayaniputri, ST.MT
NIP. 198201022005022002
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat
menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Aksi Perubahan yang
berjudul “Optimalisasi penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi
menggunakan template di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Laporan Aksi Perubahan ini merupakan laporan akhir dalam
rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2021
pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Implementasi kepemimpinan melayani telah dipraktekkan dalam
pelaksanaan aksi perubahan khususnya maupun dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari pada laboratorium kepemimpinan di unit kerja. Seluruh
rentetan proses aksi perubahan dari latar belakang masalah hingga
terwujudnya inovasi pada milestones jangka pendek, bahkan sampai
kepada upaya keberlanjutan untuk milestones jangka menengah telah
tersaji dalam laporan ini.

Berdasarkan tugas yang di berikan oleh Kepala Pusat Teknologi
informasi untuk menyelesaikan penetapan terhadap 134 Aplikasi yang
telah di bangun oleh Pusat Teknologi Informasi, maka Penulis
menggagas ide terobosan yaitu membuat Draft Template SK Penetapan
Aplikasi dengan target jangka Pendek terdapatnya Template SK
Penetapan Aplikasi dan Pedomannya. Tujuannya vyaitu agar
kelengkapan administrasi SK Penetapan aplikasi atas setiap Aplikasi
yang telah di bangun oleh Pustekinfo dapat tercapai secepatnya. Hal ini

dapat meningkatkan kinerja Pustekinfo yang dapat menyajikan data
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yang lengkap dan akurat terkait Aplikasi yang ada.

Dalam rangka memberikan kontribusi terbaik dari kinerja
Subbagian TU Pustekinfo, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun agar Laporan Aksi Perubahan ini dapat
ditingkatkan dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa
Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan
maupun kekurangan didalam penulisan Laporan Aksi Perubahan ini.

Pada akhirnya, Laporan Aksi Perubahan ini dapat selesai karena
mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis
mengucapkanterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang memberikan kesabaran dan kekuatan, serta
kesehatan lahir maupun batin, sehingga penulis dapat
menyelesaikan seluruh materi pembelajaran PKP Tahun 2021 dan
menyusun Laporan Aksi Perubahan.

2. Bpk. Djaka Dwiwinarko selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI yang memberikan dukungan penuh
kepada Penulis untuk melaksanakan ide terobosan dalam rangka
meningkatkan kinerja pelayanan Sub TU Pustekinfo.

3. Ibu Anita Handayaniputri, ST.MT.., selaku Mentor yang memberikan
semangat, bimbingan dan arahan selama proses pelaksanaan Aksi
Perubahan.

4. Bapak JuhartonoS.Sos. Kepala Bidang SIITI, yang memberikan
bimbingan dan bantuan SDM selama Proses Pelaksanaan Aksi
Perubahan.

5. Bpk Dr.Haryanto,S.Pd, selaku Coach yang telah membimbing,
mengarahkan dan memberikan motivasi selama proses penyusunan
Laporan Aksi Perubahan.

6. Teman-teman Pranata Komputer, Analis Hukum, Legal Drafter, TU
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Pustekinfo , teman-teman PKP Angkatan IV Tahun 2021 tercinta
yang telah memberikan masukan dan saran serta ikut menjalankan
proses pelaksanaan  Aksi  Perubahan. Penulis sangat
mengharapkan, semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat

bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, November 2021

Penulis,

Aan Andrianih,SH.MH
197709012002122002

Vil |Page



BAB |

A.
B.
C.

BAB I

B.

DAFTAR IS

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Membangun INtegritas ....cvevvevviiriirircrr e
Pengelolaan Budaya Pelayanan ........c.ccccvevievivninnnnnnns

Pengelolaan Tim .uieiieiioiiciieierercrer s e s e e n e e

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN
Capaian dalam Penyusunan Template SK Penetapan

N ] 15> T PPN
Tahap | Persiapan Perencanaan Aksi Perubahan ........
Tahap Il Pengorganisasian ....cccveverveverieinnrrnsnesnennes
Tahap 111 KOOrdinasi ..ucveeveveierienrisiiiririrrasnenasaeeans
Tahap IV Pelaksanaan .....c.ccocveviiiiiioiicvcerceireeveenenans
Tahap V EValuasi c.ccecveiieiiiiiiiecieriveevee s rnen e e e

Manfaat AKSi Perubahan ..oeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeens

BAB Il KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dukungan Aksi Perubahan .............ccocoviiiiiiiiinnenen,

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B.

(2 Y 1 A 1=] o = T

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

IX|Page



DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1 konsultasi Dengan Mentor Tanggal 23 september 2021

Gambar 2 Rapat pembentukan tim efektif pada Tanggal 24 september 2021

Gambar 3 Rapat koordinasi dengan pranatakomputer Tanggal 24 september
2021

Gambar 4 berkoordinasi dan diskusi dengan PDIH 27 september 2021

Gambar 5 berkoordinasi dan diskusi dengan Legal Drafter 29 september 2021

Gambar 6 Rapat koordinasi dengan tim efektif dari bagian hukum

Gambar 7 Koordinasi dan diskusi dengan Legal drafter, Pranata komputer dan
Kasubag PDIH.

Gambar 8 Pembubuhan Paraf SK Penetapan Aplikasi SNIPER,
PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan email DPR RI

Gambar 9 Rapat sosialisasi template SK Penetapan Aplikasi kepada staff
Pustekinfo.

Gambar 10 Template SK Penetapan Aplikasi di Aplikasi Portal Pegawai

Gambar 11 Gambaran Sebelum dan sesudah ada template SK Penetapan

aplikasi

X|Page



BAB |
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
A. Membangun Integritas

Integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan,
dan tindakan. Dengan memiliki integritas yang kokoh maka diharapkan akan
memiliki kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral
dan menolak untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi yang dihadapi
sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-
prinsip moral dan etika yang dipegang teguh. Aksi perubahan ini mengarahkan
agar seorang pemimpin memiliki integritas dan akuntabilitas melalui
pentahapan kerja dimana setiap langkah dan tahapan kegiatan dituntut untuk
menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan. Karena proses
kepemimpinan ini akan membuat suatu inovasi yang mampu memperbaiki
kinerja dan tata kelola organisasi maka terdapat serangkaian proses melalui
sejumlah tahapan. Dalam setiap tahapan kegiatan seorang pemimpin dituntut
untuk menciptakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan pokok, dengan harapan apa yang akan dikerjakan bersama tim dapat
membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-
prinsip kepemimpinan.

Beberapa kegiatan yang berorientasi membangun integritas dalam
melaksanakan aksi perubahan di lingkungan unit kerja diantaranya:

a. Memberikan contoh dan keteladanan, Sebagai Project Leader AKksi
Perubahan Penulis berkomitmen untuk memberikan contoh yang baik
dalam melakukan segala aktifitas. Prinsip lead by example, yaitu
melakukan keteladanan dalam bekerja selalu dikedepankan oleh Project
Leader agar anggota tim dapat ikut tergerak bekerja dengan cepat,
profesional, dan memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Membangun komitmen bersama, terkait pembangunan komitmen bersama
project leader berusaha untuk bersikap sama rasa dengan tim, berada di

tengah-tengah tim turut berusaha bekerja keras dan menjadi motivator
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yang membangun semangat. Project leader aktif memberikan informasi
penting, arahan, saran, dan pendapat demi terwujudnya template draft SK
penetapan aplikasi, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

c. Bekerja dengan jujur, kejujuran adalah awal dari ketercapaian efisiensi dan
efektivitas. Jika kejujuran ini terus dibangun maka akan terbentuk figur-
figur yang dapat dipercaya, masyarakat atau pemangku kepentingan akan
menaruh hormat, akan memberikan kesan positif terhadap layanan yang
dilandasi dengan suatu kejujuran. Maka langkah yang dicoba oleh project
leader adalah dengan membangun komitmen dalam menjalankan aksi
perubahan agar tujuan dari organisasi untuk menyediakan data yang
akurat dan akuntabel dapat terealisasikan dengan baik.

d. memiliki tujuan yang jelas, seorang pemimpin yang baik mampu
memberikan tujuan yang jelas di dalam misi yang sedang dilakukan.
Dalam hal ini project leader berusaha menjelaskan kepada staff dan
mengomunikasikan kepada tim efektif dan menentukan perioritas
pentingnya adanya aksi perubahan yang sedang dilaksanakan.

e. membangun sebuah tim efektif yang solid melalui rasa saling percaya,
seorang pemimpin harus terlebih dahulu mencontohkan bahwa mereka
memiliki kepribadian yang layak untuk diikuti oleh anggota tim yang lain
karena dengan menjadi tauladan yang baik dapat menumbuhkan
kepercayaan terhadap kepemimpinan. Di sinilah mulai terbangun integritas
tim melalui contoh seorang pemimpin yang baik. Tim efektif dibangun
berdasarkan integritas atas keinginan mencapai kebaikan dan kemajuan
organisasi dengan menempatkan peran yang sesuai dengan keahlian dan
peranannya, maka dari itu disusunlah rincian tugas yang ditegaskan dan
ditetapkan kepada anggota tim efektif. Hal ini dilakukan agar capaian aksi
perubahan ini berhasil melalui tahapan-tahapan kegiatan dan setiap
anggota tim efektif dapat memahami tugas dan perannya masing-masing.

Kepemimpinan ini diharapkan dapat mendorong dan melahirkan

terbangunnya integritas dengan baik dengan tingkat akuntabilitas yang perlu
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terus dikembangkan sehingga menghasilkan mekanisme kerja yang

memudahkan dan dapat mempercepat target pekerjaan.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan
Berkaitan dengan upaya melakukan aksi perubahan pelayanan publik
melalui Optimalisasi penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi dengan

Template, maka perlu di tumbuhkembangkan budaya pelayanan publik

khususnya di Pusat teknologi informasi hal ini dimaksudkan agar aksi

perubahan dapat di laksanakan secara efektif dan efisien sehingga kinerja
pelayanan publik di Pustekinfo dapat dicapai secara optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menumbuhkan budaya
pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. budaya kerja yang berusaha Project Leader tanamkan adalah berpikir
kreatif, menciptakan inovasi dengan menghasilkan produk baru, atau
metode baru, konsep-konsep baru untuk menjawab kebutuhan organisasi.
Pola pikir kreatif dan bergerak lincah (agile mindset) merupakan suatu
kebiasaan yang diperlukan untuk era industri 4.0 yang serba cepat untuk
menciptakan pelayanan yang optimal.

b. Amanah, orang/pegawai yang amanah berusaha untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan target yang direncanakan. Mereka akan fokus
untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan perannya.
Mereka tidak akan melakukan penyimpangan karena setiap langkah
penyimpangan yang dibuat akan mengubah target capaian. Maka dalam
melakukan pelayanan budaya amanah perlu diciptakan dengan sebaik
mungkin melalui pembiasaan dan disiplin kerja yang senantiasa dibangun.

c. kejujuran adalah awal dari ketercapaian efisiensi dan efektivitas. Jika
kejujuran ini terus dibangun maka akan terbentuk figur-figur yang dapat
dipercaya, masyarakat atau pemangku kepentingan akan menaruh hormat,
akan memberikan kesan positif terhadap layanan yang dilandasi dengan
suatu kejujuran. Maka langkah yang dicoba oleh leader adalah dengan

membangun komitmen dalam menjalankan aksi perubahan agar tujuan dari
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organisasi untuk menyediakan data yang akurat dan akuntabel dapat
terealisasikan dengan baik.

Oleh karena itu langkah inovasi dalam aksi perubahan ini diharapkan
dapat menjadi pemicu untuk pengembangan dalam membangun integritas dan
akuntabilitas dengan harapan akan semakin inovatif ke depan dan tata kelola
yang inovatif diharapkan mampu mendorong terwujudnya efisiensi dan
efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan serta terwujudnya pelayanan yang
semakin berkualitas.

C. Pengelolaan Tim

Dalam penyelesaian aksi perubahan di butuhkan SDM yang menjadi
pendukung untuk keberhasilan aksi perubahan. Agar aksi perubahan berjalan
dengan baik perlu adanya pengelolaan tim kerja, baik dari tugas maupun
peranannya, dengan harapan hasil akhir aksi perubahan dapat terlaksana
dengan baik.

Tim efektif disusun berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan Aksi
Perubahan dalam penyusunan Template SK Penetapan Aplikasi serta Draft SK
Penetapan Aplikasi. Dengan di terbitkannya surat tugas tim efektif optimalisasi
penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi dengan template Nomor:
DI/149/SETJEN DPR RI/09/2021,.\SURAT TUGAS\SURAT TUGAS .pdf diharapkan
dapat menjadi dasar tim dalam melaksanakan perannya di aksi perubahan ini.

Berikut susunan anggota tim Efektif di gambarkan dalam bagan di

bawah ini:
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../SURAT%20TUGAS/SURAT%20TUGAS%20.pdf

Dalam melaksanakan aksi perubahan project leader membagi tugas tim efektif
berdasarkan kompetensi dan keahliannya masing-masing, pembagian tugas
dapat di lihat pada bagan di bawah ini.
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NO Jabatan Peranan
1 pembina memberikan persetujuan dan arahan dalam penyelesaian aksi perubahan

2 Mentor » Memberikan arahan terkait substansi jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan
secara keseluruhan aksi perubahan.
» Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan aksi
perubahan.
» Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan
project leader.

3 Coach » Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project
leader.
» Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan aksi
perubahan.

4 Project Leader ~ » Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
» Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi / proyek perubahan.
» Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan proyek
perubahan.
# Melaporkan perkembangan proyek perubahan

5 Tim substansi » Membantu project leader unfuk menyusun template SK Penetapan Aplikasi;
» Membantu project leader dalam menyusun pedoman template SK Penetapan Aplikasi
» Membantu project leader untuk menyusun draft SK penetapan Aplikas;
> Membantu project leader mendapatkan data Aplikasi; dan|
» Membantu project leader materi muatan terkait draft SK Penetapan aplikasi.

6 Tim administrasi  Membantu project leader untuk melaksanakan kegiatan administrasi, pengumpulan data-
data dan bukti proyek perubahan.

dengan adanya pembagian tugas yang di sesuaikan dengan kompetensi dan
keahlian masing-masing masing anggota tim efektif, pembagian tugas dan
kewenangan ini bertujuan agar tidak tejadinya tumpang tindih tugas dalam
pelaksanaan aksi perubahan.

Tim efektif sebagaimana di gambarkan dalam bagan di atas terdiri dari
kepala Bidang Sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi, Kasubag
Pertimbangan dan advokasi Hukum, Pranata Komputer, Legal Drafter, pegawai
bagian hukum, dan pegawai di sub bagian TU Pustekinfo. Pelibatan pegawai
dari lintas bagian ini dapat menjadi wujud sinergitas dalam implementasi aksi
perubahan, juga menjadi strategi komunikasi dalam upaya pergeseran kuadran

stakeholder.
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Berdasarkan kuadran stakeholder yang telah di petakan project leader
di kuadran Defenders yaitu analis hukum, legal Drafter dan TU Pustekinfo
Selain sebagai PNS Setjen DPR RI, kepentingan para stakeholder di kuadran
Defenders memegang peranan penting dalam keberhasilan penyusunan
Template draft SK Penetapan Aplikasi dan SK penetapan Aplikasi,
kemampuan dalam bidang hukum (analis hukum), mendrafting SK (Legal
Drafter), dan terkait administrasi persuratan (TU Pustekinfo), ketiga unsur
bersama-sama berkolaborasi dengan dinamis untuk menunjang kelancaran
penyusunan template draft SK penetapan aplikasi dan draft SK Penetapan
Aplikasi. Secara tugas pokok dan fungsinya, stakeholder di kuadran ini
memiliki kekuatan yang kecil namun kepentingan tinggi terhadap keberhasilan
aksi perubahan. Sedangkan stakeholders pada kuadran Apathetic yang
termasuk di dalamnya PNS Sekretariat Jenderal DPR RI dan PPNASN di
Lingkungan Pustekinfo dapat ditingkatkan kepentingannya karena memiliki
kebutuhan atas template SK Penetapan Aplikasi pada unit kerjanya masing-
masing.

Dengan pelibatan dalam tim efektif, pendekatan komunikasi yang intens
mengenai pentingnya Aksi perubahan, dan seberapa besar manfaat inovasi
bagi DPR RI, sehingga meningkatkan dukungan dari seluruh stakehoders
defenders, dan apathetics yang bergeser ke stakeholders promoters, sehingga
tergambar dalam bagan berikut:
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Stakeholders Sebelum Laporan Aksi perubahan

1.Sekjen DPR RI

2.Kepala Pusat Teknologi
informasi

3. Kepala Biro Hukum

4 Kabid TKTI dan Kabid SIINTI

5. Pranata Komputer

1. PNS di lingkungan
sekretariat
Jenderal DPR Rl

2 PPNASN
Pustekinfo

1. Analis Hukum

2. Legal Drafter
3. TU Pustekinfo

_"‘/_‘__,.,

Peta Stakeholders

Pergeseran stakeholders defenders dan aphatetics menjadi

Promoters berdasarkan uraian sebagimana di jelaskan pada alinea

sebelumnya.

High

PROMOTERS

- Sekjen DPR RI
2. Pusat Teknologi
Informasi
3. Biro Hukum dan
Pengaduan
Masyarakat
. Pranata Komputer
5. Analis Hukum
5. Legal Dratter
7. ASN Sekretariat
jenderal DPR R1
. TU Pusat Teknologi
Informasi dan PPNASN
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APHATETICS
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BAB Il
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dalam Penyusunan Template SK Penetapan Aplikasi

Aksi Perubahan yang memiliki tujuan utama memudahkan dan
mempercepat dalam penyusunan penetapan atas setiap Aplikasi yang
telah di bangun oleh Pusat Teknologi Informasi dalam bentuk
Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan
Template di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal
DPR Rl vyang di laksanakan dalam kurun waktu 2 bulan ( 22
September sampai dengan 22 November 2021). Berikut capaian output
yang telah project leader kerjakan dalam rangka perbaikan kinerja
organisasi
a. Telah tersusunnya template draft SK penetapan Aplikasi;

b. Telah tersusunnya Pedoman Penyusunan draft SK penetapan
aplikasi;

c. Telah di tersusunnya beberapa draft SK Penetapan Aplikasi, dan
telah di tandatanganinya SK penetapan aplikasi atas 5 Aplikasi
yang dimiliki Pustekinfo;

d. Telah terintegrasinya template draft SK penetapan Aplikasi di dalam
Portal Pegawai yang dapat di akses di dalam Ilaman
https://portal.dpr.go.id/login.

e. Telah di manfaatkannya template draft SK penetapan Aplikasi oleh

stakholders lainnya.

Pencapaian output atas perbaikan kinerja organisasi sebagaimana telah
dijabarkan sebelumnya merupakan capaian yang ada di milestone
jangka pendek dan jangka menengah, yang akan di uraikan
berdasarkan tahapannya sebagai berikut:
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Tahap I: Persiapan Perencanaan Aksi Perubahan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada tahap persiapan diantaranya
Konsultasi dengan mentor tentang pembentukan Tim efektif, dan
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
Berdasarkan konsultasi dan diskusi dengan mentor maka mentor
menyaranan untuk segera membentuk tim efektif dan memanfaatkan
sumber daya yang ada di TU Pustekinfo dan Pranata Komputer yang
dapat membantu berjalannya Aksi perubahan selain itu mentor juga
memberikan arahan agar mengefisienkan kegiatan dengan melakukan
diskusi baik formal maupun informal, mengingat tingginya kesibukan tiap
bagian menjelang akhir tahun. Diskusi tersebut menghasilkan peta SDM
yang nantinya akan membantu pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan,
hasil dari pertemuan menentukan anggota tim yang nanti akan menjadi
Tim Efektif seperti pranata Komputer, Analis Hukum, Legal Drafter dan
staff TU Pusat teknologi Informasi dan dalam diskusi tersebut mentor
juga memberikan arahan agar di segerakan dalam penyusunan aksi
perubahan mengingat permintaan akan pembangunan aplikasi semakin
meningkat sehingga template yang di buat akan sangat di butuhkan oleh

Pustekinfo maupun unit kerja lain yang akan membangun aplikasi.

Gambar 1. Project Leader Berkonsultasi Dengan Mentor Tanggal 23 september
2021
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Tahap II: Pengorganisasian
Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian.

Pengorganisasian pada hakekatnya adalah proses untuk
menyusun personalia sebagai anggota Tim Efektif/ kerja yang terlibat
dalam aksi perubahan. Ada dua langkah yang dilakukan project leader
dalam tahapan ini yaitu:

1) Membentuk Tim Efektif;
2) Membangun komitmen terhadap aksi perubahan.

Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 24
september 2021. Langkah ini dilakukan dalam rangka membentuk Tim
Efektif yang akan bekerja sebagai pelaksana aksi perubahan. Kegiatan
berlangsung di ruang Rapat Kepala Pusat Teknologi Informasi. Dalam
rapat ini project leader mendiskusikan terkait adanya aksi perubahan
dan meyakinkan akan pentingnya aksi perubahan dan manfaatnya bagi
organisasi, dalam rapat tersebut project leader membangun Komitmen
bersama dalam upaya pelaksanaan aksi perubahan agar berjalan

dengan lancar sesuai dengan target waktu pelaksanaan.

Gambar 2. Rapat pembentukan tim efektif pada Tanggal 24 september 2021
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Tahap Il Koordinasi

Tahapan koordinasi adalah kegiatan penjelasan tentang jadwal
kegiatan dan rincian tugas masing-masing anggota Tim Efektif. Rapat
koordinasi dilakukan beberapa kali baik rapat formal maupun koordinasi
yang dilaksanakan secara individu, kegiatan koordinasi ini dilaksanakan
dengan tim efektif yang berkontribusi terhadap substansi dari Aksi
perubahan yang project leader akan kerjakan. Koordinasi pertama
dilaksanakan pada tanggal, 24 september dengan pranata komputer.

Dalam diskusi tersebut pranata komputer memberikan solusi

terhadap penyusunan template dan pedomannya, selain itu diskusi
berkembang terkait tugas yang diberikan oleh Kepala Pusat Teknologi
informasi mengenai banyaknya aplikasi lama yang telah di bangun oleh
Pustekinfo yang masih belum memiliki legalitas. Sehingga pranata
komputer menyarankan untuk membuat draft SK Penetapan Aplikasi
yang di susun dengan sistem clustering/di kelompokan berdasarkan
proses bisnisnya.

Gambar 3. Rapat koordinasi dengan pranatakomputer Tanggal 24
september 2021
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Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan Pranata
komputer, project leaderpun kemudian berkoordinasi dengan Biro hukum
dalam hal ini koordinasi dilakukan dengan Bagian Pertimbangan dan
Advokasi Hukum (PDIH), dalam diskusi dengan kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Advokasi Hukum ibu erni Husniyati,SH.MH, Project
leader meminta masukan dan menejelaskankan terkait Aksi Perubahan
yang akan di kerjakan terkait adanya tugas yang di berikan atasan
Project leader untuk melegalisasikan aplikasi-aplikasi yang sudah di
bangun oleh Pustekinfo dan untuk itu project leader perlu membuat tool
yang dapat memudahkan dalam penyusunan draft penetapan aplikasi
dengan membuat template draft SK Penetapan Aplikasi. Ibu erni sangat
mendukung dengan aksi perubahan dan akan membantu kelancaran
aksi perubahan yang akan dikerjakan oleh project leader. Dalam diskusi
tersebut project leaderpun mendiskusikan terkait rencana penyusunan
dengan sistem clustering sebagimana telah didiskusikan sebelumnya
dengan pranata Komputer, namun demikian ibu erni menyarankan
dalam penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi lebih baik di susun tidak
dengan sistem clustering, tetapi sebaiknya setiap aplikasi memiliki satu

penetapan sendiri.
Gambar 4.berkoordinasi dan diskusi dengan PDIH 27 september 2021
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Setelah berkoordinasi dengan bagian PDIH, project leaderpun
melakukan diskusi dengan Legal Drafter terkait adanya aksi perubahan yang
akan dilaksanakan oleh Project leader, dalam hal ini legal drafter mendukung
dan siap membantu penyusunan draft template SK Penetapan Aplikasi dan
dalam diskusi tersebut berkembang diskusi terkait penyusunan draf SK
Penetapan aplikasi, dalam diskusi tersebut tercapai kesepahaman dimana
penyusunan template SK Penetapan aplikasi dibarengi dengan penyusunan
SK penetapan aplikasinya yang dapat di jadikan contoh dalam penyusunan
pedoman template SK Penetapan Aplikasi tersebut. Kemudian dalam diskusi
tersebut project leader menyampaikan terkait banyaknya aplikasi yang harus
di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, dan dalam
pelaksanaan aksi perubahan ini project leader dan legal drafter mencoba
mengidentifikasi aplikasi mana yang akan di legalisasikan terlebih dahulu,
kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan disepakati untuk menyusun
draft SK Penetapan terhadap Aplikasi website DPR RI, Email, Portal Pegawali,
E-Sign Cloud, dan SNIPER. Dalam kesempatan ini project leader memberikan
tenggat waktu penyelesaian penyusunan Draft template dan draft SK
Penetapan Aplikasi dan menekankan akan komitmen terhadap ketepatan
waktu yang harus di kejar mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan aksi

perubahan.
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Gambar 5.berkoordinasi dan diskusi dengan Legal Drafter 29 september 2021
—

Tahap IV: Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan baik secara
formal maupun informal, pelaksanaan secara formal dilaksanakan
dengan adanya rapat koordinasi dalam suatu ruang rapat dengan tetap
melaksanakan prokes yaitu dengan berjarak dan forum informal berupa
komunikasi dan koordinasi secara langsung atau online. Hal tersebut
dilakukan untuk efisiensi waktu, karena bersamaan dengan padatnya
agenda pekerjaan rutin tiap anggota tim efektif, selain itu juga untuk
efektivitas pencapaian target di jangka pendek terhadap implementasi
aksi perubahan. Flekibilitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Aksi
Perubahan ini di lakukan mengingat setiap tim efektif memiliki kesibukan

yang tidak dapat di hindari sehingga koordinasi dilaksanakan baik secara
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langsung maupun tidak langsung baik dengan diskusi melalui whatsapp
maupun melalui sarana telekomunikasi lainnya.

Pada tahapan Pembuatan template dan pedomannya dilakukan
dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan bagian PDIH koordinasi
tersebut merupakan rapat lanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan
di bulan september akhir, dalam diskusi ini menghasilkan draft awal
template SK Penetapan aplikasi, dimana draft awal tersebut masih
mendapatkan beberapa masukan, baik secara materi muatannya
maupun terkait teknis penulisannya. Pada tahapan ini untuk membuat
Pedoman project leader harus berkoordinasi dengan legal drafter terkait
Draft SK Penetapan Aplikasi yang nantinya menjadi contoh dalam dalam
pedoman SK Penetapan Aplikasi, dan Pranata komputer terkait
beberapa istilah yang membutuhkan konfirmasi dari pranata komputer
dan bantuan pembuatan panduan untuk SK Penetapan Aplikasi
SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan email DPR RI.

Gambar 6. Rapat koordinasi dengan tim efektif dari bagian hukum

-
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Selanjutnya tanggal 16 oktober 2021 draft awal SK Penetapan
aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan email DPR
RI telah berhasil tersusun, sehingga pembahasan draft template dan
draft SK Penetapan Aplikasi di lakukan secara beriringan, agar sinkron
antara Draft SK Penetapan Aplikasi dengan draft Template SK

Penetapan Aplikasi.

Gambar 7.berkoordinasi dan diskusi dengan Legal drafter, Pranata komputer dan Kasubag
PDIH.
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Setelah beberapakali melakukan diskusi dan koordinasi dengan
Pranata komputer, legal drafter dan bagian PDIH, melalui berbagai
media komunikasi terkait draft template, pedoman dan draft SK
penetapan aplikasi telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan,
akhirnya pada tanggal 1 November 2021 template, pedoman, dan SK
Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan
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email DPR RI, selesai dan final, template dan Pedoman SK Penetapan
Aplikasi telah dapat di gunakan...\SK PENETAPAN APLIKASI

Untuk penetapan Aplikasi perlu adanya paraf baik dari kepala

pusat teknologi informasi, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan
selanjutnya baru dapat di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pada pembubuhan paraf oleh Kepala Pusat Teknologi informasi,
beliau mengapresiasi dan menyarankan agar Template Draft SK
Penetapan secepatnya di masukan ke dalam Aplikasi Portal Pegawai
agar dapat di manfaatkan oleh unit kerja yang sedang mengajukan
pembangunan aplikasi di Pustekinfo, lebih jauh lagi untuk internal
ketatausahaan agar terus melanjutkan penyusunan SK Penetapan
Aplikasi yang lama agar administrasi kelengkapan Aplikasi yang sudah

di bangun oleh Pustekinfo dapat segera terselesaikan.

Gambar 8. Pembubuhan Paraf SK Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-
Sign Cloud, dan email DPR RI
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../SK%20PENETAPAN%20APLIKASI

Tahapan selanjutnya project leader melaksanakan sosialisasi
terhadap template dan pedoman draft SK Penetapan Aplikasi kepada
staff di Pusat Teknologi Informasi, dalam sosialisasi ini project leader
menerangkan tahap demi tahap penyusunan suatu SK penetapan
Aplikasi dengan menggunakan template, dari sosialisasi ini staff
Pustekinfo mengapresiasi dan mengakui kemudahan dalam membuat
SK Penetapan aplikasi dengan tool template yang ada.

Gambar 9. Rapat sosialisasi template SK Penetapan Aplikasi kepada staff Pustekinfo.

Langkah selanjutnya draft template penetapan aplikasi di
integrasikan ke dalam Aplikasi Portal Pegawai sekretariat jenderal DPR
RI, agar dapat di akses dan di gunakan oleh setiap unit kerja yang ada di
sekretariat jenderal DPR Rl yang membangun Aplikasi di Pustekinfo.
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Gambar 10. Template SK Penetapan Aplikasi di Aplikasi Portal Pegawai
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Gambar 11. Gambaran Sebelum dan sesudah ada template SK Penetapan aplikasi
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Sehingga template draft SK penetapan aplikasi yang sebelumnya
belum ada saat ini, telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk
memudahkan dan mempercepat penyusunan draft SK Penetapan
Aplikasi dan harapan kedepan bahwa setiap aplikasi akan dapat
terlegalisasi
Tahap V: Evaluasi

Aksi Perubahan Kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya
terdapat kelebihan dan kekurangan, maka perlu adanya evaluasi
seberapa baik aksi yang telah dilaksanakan. Jika terdapat kekurangan
tentu pada bagian tersebut akan diperkuat dan ditingkatkan. Maka
evaluasi menjadi penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil masukan dari pengguna template draft SK
Penetapan Aplikasi di integrasikan ke dalam aplikasi Portal, terdapat
kendala adanya kesulitan untuk mendownload template SK yang ada di
Portal, selanjutnya project leader berkoordinasi dengan pranata
komputer untuk menganalisa permasalahan tersebut, berdasarkan hasil
analisa pranata komputer bahwa kendala terjadi karena adanya kendala
teknis dalam memasukan SK Penetapan Aplikasi ke dalam Portal
Pegawai, dan saat ini template telah berjalan normal kembali dan dapat
di manfaatkan unit kerja yang membutuhkan tool dalam penyusunan
draft SK penetapan aplikasi.

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada
mentor dan atasan mentor termasuk segala kekurangan dan
kelebihannya. Dengan adanya laporan ini dapat dijadikan dasar dalam
pengambilan kebijakan yang akan datang. Dari setiap rangkaian
kegiatan Aksi Leader mengontrol secara cermat kepada Tim Efektif dan
mengikuti serta memantau perkembangannya apakah tim tersebut
sudah bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.
Setiap kegiatan dikendalikan dan dikontrol dengan baik disertai bukti-
bukti dari hasil sebuah kegiatan secara valid dan harus dapat

didokumentasikan secara cermat dan rapih sebagai fungsi
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menggerakkan (actuating) sebagaimana dalam unsur manajemen,
sebagai seorang pimpinan aksi. Dalam melaksanakan tahapan demi
tahapan aksi leader sebagai pimpinan melaksanakan prinsip-prinsip
kepemimpinan. Dengan demikian realitas kerja yang disajikan dalam
bentuk bukti-bukti yang valid adalah bentuk integritas dan akuntabilitas
seorang pemimpin. Integritas bermakna melaksanakan kegiatan yang
disertai bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan
akuntabilitas bermakna segala apa yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan didukung kemampuan melaksanakan
kepemimpinan dan mekanisme kerja. Sebagai bukti kepemimpinan aksi
perubahan berdampak pada terbangunnya integritas dan akuntabilitas.
Dengan memperhatikan capaian setelah pemanfaatan template
sebagaimana tersebut di atas maka keberlanjutan terhadap penggunaan
dari template ini akan terus dilakukan pada tahapan jangka menengah
ataupun jangka panjang dengan mengintegrasikan ke dalam Portal
Pegawai yang berada pada menu Dokumen dan di masukan ke dalam
menu Template sehingga setiap ASN di sekretariat jenderal DPR RI
dapat mengakses template yang telah terintegrasi ke dalam portal
tersebut sehingga template penyusunan SK penetapan aplikasi dapat
digunakan oleh unit kerja lain yang lebih luas.

Setelah target jangka pendek berhasil direalisasikan dan target
jangka menengah telah berhasil pula di lampaui dengan menggugah
Template ke dalam aplikasi Portal Pegawai dan telah di tandatanganinya
5 SK Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud,
dan email DPR RI, dan beberapa draft SK Penetapan lainnya, selain itu
template SK Penetapan telah digunakan oleh unit Pengusul
pembangunan Aplikasi yang menghasilkan SK Penetapan Aplikasi
lainnya, seperti Aplikasi Legalitas, SISUSAN, SI EKA, ON TIME, dan
beberapa Aplikasi lainnya, selanjutnya target jangka Panjang akan terus
di lanjutkan oleh project leader untuk penyelesaian penyusunan SK

Penetapan terhadap 134 Aplikasi lainnya, dan terhadap unit pengusul
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tetap akan dapat menggunakan template SK Penetapan Aplikasi secara

berkesinambungan.

B. Manfaat Aksi Perubahan (peserta, unit kerja, stakeholder)

Manfaat yang diperoleh dari aksi perubahan ini adalah adanya
tools atau alat yang dapat di jadikan panduan dalam penyusunan draft
SK Penetapan aplikasi di lingkungan sekretariat jenderal DPR R,
sehingga pegawai menjadi lebih mudah dan efisien dalam melakukan
penyusunan draft SK Penetapan aplikasi dan mempercepat proses
pembahasan/pengkoreksian draft SK penetapan aplikasi di bagian PDIH.
Secara garis besar manfaat yang di dapat dari adanya template SK
Penetapan Aplikasi ini diantaranya:

a. Bagipeserta

- Memudahkan project leader dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada di pustekinfo, yaitu banyaknya aplikasi
yang belum memliki legalisasi penetapan dengan SK sekretaris
Jenderal DPR RI;

- Dengan adanya template dapat meningkatkan kinerja TU
Pustekinfo dalam menciptakan tertib administrasi setiap Aplikasi
mulai dari permohonan pembangunan aplikasi sampai dengan
legalisasinya dengan SK Penetapan aplikasi.

b. Bagi Organisasi
Meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan memperbaiki
capaian kinerja reformasi birokrasi dan tusi satuan kerja di
lingkungan Pustekinfo dalam bentuk kelengkapan administrasi
Aplikasi mulai dari naskah usulan Permohonan pengajuan

Aplikasi sampai dengan Keputusan Penetapannya...\Testimoni

pengguna aplikasi dan dukungan\testimoni staff yang menyusun sk

penetapan aplikasi di pustekinfo.mp4

C. stakeholders
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../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4
../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4
../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4

Memudahkan pengguna template dalam menyusun draft SK

penetapan Aplikasi yang mereka bangun..\Testimoni pengguna

aplikasi dan dukungan\testimoni stakeholder pengguna template.mp4

Dengan adanya template SK Penetapan Aplikasi di harapkan
setiap aplikasi memiliki legalisasi dan kepastian hukum. Dengan
demikian penataan administrasi penetapan aplikasi pada Tata Usaha
Pustekinfo berperan dalam peningkatan kinerja karena telah melakukan
penataan administrasi penetapan aplikasi sehingga melengkapi
databased aplikasi-aplikasi yang di bangun mulai dari pengajuan
pembangunan aplikasi sampai dengan SK penetapan setiap aplikasi
yang dimiliki. Hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa suatu
organisasi memiliki data dan dokumen yang baik dan komprehensif.
Kondisi seperti ini dapat menciptakan opini dan image positif tehadap
suatu organisasi. Aksi perubahan ini hanya merupakan sebuah pemicu
untuk melakukan inovasi yang mampu membawa kemanfaatan yang

lebih luas yang bersifat jangka panjang.
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BAB Il
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dukungan Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan implementasi jangka pendek dan
jangka menengah diharapkan memiliki dampak yang baik terhadap
sistem pendataan dan dokumen yang memiliki daya dukung terhadap
penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Aksi perubahan
sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan
penguatan data yang di dukung dengan administrasi yang lengkap dan
komprehensif.

Pusat Teknologi Informasi sebagai stakeholder promoters
merupakan unit organisasi terdampak atas implementasi aksi perubahan
Optimalisasi penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi dengan template,
Manfaat yang di rasakan yaitu dapat meningkatkan kinerja Pustekinfo
dengan data yang komprehensif terhadap administrasi Aplikasi-aplikasi
yang di bangun Pustekinfo mulai dari pengajuan sampai dengan
legalisasinya dengan SK Penetapan yang di kerjakan oleh sub TU Pusat
Teknologi Informasi dan secara langsung juga menjadi terobosan dalam
metode penyusunan yang lebih mudah, efisien dan cepat.

Sekretaris Jenderal DPR RI yang juga menjadi salah satu
stakeholder kuadran promoters memberikan dukungan atas adanya
Template SK Penetapan Aplikasi. Dukungan diberikan karena menurut
beliau bahwa seyogyanya setiap aplikasi harus memiliki legalitas karena
di bangun dengan keterampilan dan pengetahuan khusus yang tidak
semua orang mampu membuatanya. Dukungan lain dberikan PIt.Biro
Hukum yang sangat mendukung adanya aksi perubahan project leader
karena dapat bersinergi dan dapat melengkapi template yang lainnya
selain inovasi project leader sangat bermanfaat untuk Pustekinfo, dan

besar harapan bahwa nantinya data-data aplikasi yang dimiliki
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Pustekinfo di SIINDA dapat terintegrasi dengan biro hukum khususnya
bagian PDIH, sehingga antara data aplikasi yang telah memiliki legalitas
yang ada di Pustekinfo dapat terintegrasi dengan data based yang ada
di bagian PDIH.

Maka dari itu aksi perubahan dapat dijadikan pemicu untuk
mengembangkan inovasi-inovasi lainnya untuk terus dilanjutkan sesuai
dengan tuntutan kebutuhan. Keberlanjutan ini tentu akan merangsang
kreativitas yang dapat melahirkan inovasi baru yang pada akhirnya akan
membentuk budaya kerja yang baik dan produktif. Hasil dari aksi
perubahan ini diharapkan terus memperoleh dukungan dari mentor, dan
stakeholders. Dengan adanya dukungan yang kuat maka akan
mempermudah langkah pengembangan selanjutnya yang akan memiliki
cakupan manfaat yang lebih luas. Dan dengan adanya dukungan yang
kuat itu pula penilaian individu, sasaran kinerja pegawai (SKP) dapat
pula ditetapkan secara permanen. Dengan dimasukkan ke dalam SKP
project leader ini merupakan bentuk dukungan yang berkelanjutan dan
memiliki  kepentingan yang kuat dalam pemanfaatan template

penyusunan draft SK Penetapan aplikasi.

Adapun mengenai target Jangka Menengah dan Jangka panjang

disajikan dalam tabel di bawah ini:
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Time schedule keberlanjutan aksi perubahan

L
Walktu pelaksanaan Output /capaian  Penanggung

{awab

0
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

MENENGAH

Melanjutkan Pembangunan SK Penetapan Aplikasi mengsunakan Temy
L Dokumentasi Draft K
Penetapan Aplikasi

Melanjutkan
Kasubag TU

210 Draft SK Penetapan Pystekinfo
Aglasi/ T utan,

Penggunaan
Template 5K
Penetapan
Aplikasi
PANJANG

|tercapamya tu]uan terlegahsasmya semua aphkas1 yang telah di bangun oleh Pustekinfo
L Dokumentasi Dreft 5K Kaguhag TU
Template  secara Penetapan Aplikasi .
berkelanutan Pustekinfo
Pelscsanazn 210 Desft SK Peetapan
peryusunan  draft Aglikasi/ 1 bulan,
8K Penetapan
Aplikasi  secara 3. Tercapainya target
berkelanjutan nelglisesikn 134
I Aglicasidi usteino

pat, mudah dan herkesinambungan
Evaluasi Kasubag TU

o Dokumentasi dan  hasil :
Panjang evuasi pencapaian tuuan PUSTEKIO
Pelaksanaan e P

evaluasi pencapaian

tijuan  jangka

Panjang
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya template Draft SK Penetapan aplikasi dapat
meningkatkan tata kelola administrasi dan optimalisasi fasilitasi
kegiatan dalam memperbaiki capaian kinerja reformasi birokrasi dan
tusi satuan kerja di lingkungan Pustekinfo dalam bentuk kelengkapan
administrasi Aplikasi mulai dari naskah usulan Permohonan pengajuan
Aplikasi sampai dengan Keputusan Penetapannya, disamping itu
stakeholders yang lain dapat dengan mudah menggunakan template
SK Penetapan aplikasi yang dapat di unduh melalui laman

https://portal.dpr.go.id/login, yang dapat di lakukan dimana saja dan

kapan saja.

Dengan template penyusunan Draft SK Penetapan aplikasi ini,
dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu pengerjaan
penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi sehingga pada akhirnya
dapat meningkatkan kinerja organisasi sebagai salah satu bentuk daya
dukung yang komprehensif dan penyajian data yang lengkap dan

akurat, dalam penilaian Reformasi birokrasi;

B. Rekomendasi
Terkait dengan kesimpulan sebagaimana telah di jabarkan di
atas terdapat beberapa hal yang dapat di rekomendasikan diantaranya
sebagai berikut:
1. Inovasi yang di susun oleh Project leader dapat dimanfaatkan
secara berkesinambungan oleh stakeholder internal maupun

stakeholders eksternal.
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2. Inovasi ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka panjang yang
memerlukan komitmen bersama dan kerja sama yang baik dari

seluruh stakeholders Pustekinfo;
3. Besar harapan bahwa Template SK penyusunan aplikasi dapat di

jadikan tool yang dapat di gunakan oleh stakholder diluar

Sekretariat jenderal DPR RI.
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DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2020 — 2024.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Tim Efektif

Lampiran 2 Surat Undangan Rapat tim efektif

Lampiran 3 Surat Pernyataan Dukungan

Lampiran 4 Kartu Kendali kegiatan Tim Efektif

Lampiran 5 foto kegiatan arahan dan Sekretariat Jenderal DPR RI
Lampiran 6 foto kegiatan diskusi dengan Pt Biro Hukum
Lampiran 7 foto kegiatan mentoring dan diskusi dengan PDIH
Lampiran 8 foto coacing dengan coach dan kel 4

Lampiran 9 template SK Penetapan Aplikasi

Lampiran 10 pedoman 5K Penetapan Aplikasi

Lampiran 11 SK Penetapan Aplikasi Email

Lampiran 12 SK Penetapan Aplikasi E sign Cloud

Lampiran 13 SK Penetapan Aplikasi PORTAL Pegawai

Lampiran 14 SK Penetapan Aplikasi SNIPER

Lampiran 15 SK Penetapan website

Lampiran 16 Data Aplikasi yang dimiliki PUSTEKINFO

Lampiran 17 Daftar aplikasi yang telah memiliki SK Penetapan
Lampiran 18 Testimoni pengguna template SK Penetapan Aplikasi

Lampiran Rancangan Aksi Perubahan




Lampiran 1 Surat Tugas Tim Efektif

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JUN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: DI/149/SETJEN DPR RI/09/2021

Menimba . a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Aksi perubahan pada kegiatan
ng Pelatihan Kepemimpinan Pengawas khususnya dalam penyiapan kebijakan di
lingkungan Pusat teknologi informasi, maka dipandang perlu membentuk Tim
optimalisasi penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi dengan template, yang
efektif dan efisien;
b. Bahwa tim yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a periu
ditetapkan dengan Surat Tugas;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas;

6. Surat Tugas Nomor PL/287/SETJEN DPR RI/PL.01/07/2021 tentang
Penugasan Mengikuti  Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat
Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi
Negara;

Menugaskan kepada : Daftar terlampir

Untuk 3 Melaksanakan tugas dan mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Sdr. Aan Andrianih SH.MH.
dengan judul Optimalisasi penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi
menggunakan template.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta,  September 2021
Kepala Pusat Teknologi Informasi

[

Drs. Dijaka Dwi Winarko, M.Si.
19650705 199103 1 003
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Daftar Nama Tim Efektif
Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Menggunakan Template

T Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

1. Keala Pusat Teknologi - i
196507051991031003 Informasi RemEne
2. | Anita Handayaniputri, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Kelola Mentor
198201022005022002 Teknologi informasi
3. | Juhartono, S.Sos. Kepala Bidang Sistem Membantu menyediakan
196603191997031001 Informasi dan SDM di bidang sistem
Infrastrukstur Tekonogi informasi dan infra struktur
Informasi
4. | Aan Andrianih, S.H., M.H. Kasubbag TU Putekinfo Ketua rencana aksi
197709012002122002
5. | Emni Husniyati, S.H., M.H. Kasubag Pertimbangan Tim substansi hukum
198101052005022002 dan advokasi Hukum penyusunan Template dan
Surat Keputusan
6. alr_tra?gga Eka Wardhana, S.Kom., Pranatahlﬂ(:g;;;uter Ahli Thty substanisl terkalt
198210032009121001 pedoman apikss!
7. | Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. Pranata Komputer Ahli Tim substansi terkait
198008132009121001 Madya pedoman aplikasi
g. | Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.1. Pranata Komputer Ahli Tir substarsitenkait
198506102009122003 Muda pedoman aplikasi
9. | Sindy Amelia, S.H. Perancang Peraturan Tin substansi hikum
199109192014022002 Perundgng-Undangan penyusunan Template dan
Lo Surat Keputusan
10, Leo Krissandy Theo Rimbun Analis Hukum Tim substansi hukum
Marulak, S.H. penyusunan Template dan
198607312018011001 Surat Keputusan
11, | Devy Irawan, AMd Pranata Komputer Tim substansi terkait
199212242020121002 Terampil pedoman aplikasi
12, | Alfian Fitra Rahman, AMd.T Pengelola Dokumen dan Tim substansi hukum
199503052013031001 Informasi Hukum penyusunan Template dan
Surat Keputusan
13, | Tri Ari Pujirahayu Penyusun Bahan ] o
‘ 197604021996032001 Kebijakan Tim administrasi
14, | Endang Mulus Rahayu, S. Kom Pengelola Data ; vz g
197407142000031001 T acinesba
15. g:doaohooRgfgmamngrum PPNASN Tive sdrmiinieiras)
16. 13388008 4 FRNASH Tim administrasi
12 || D0 S0 e PENEN Tim administrasi

Lampiran 2 Surat Undangan Rapat tim efektif
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada Yth.

165/T1.02.1/09/2021 Jakarta, 23 September 2021
Biasa

Undangan Rapat

Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi
penyusunan draft SK dengan Template
Di JAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas berupa penyusunan template SK
Penetapan Aplikasi dalam rangka meningkatkan dukungan
administrasi kelengkapan dari Aplikasi bersama ini kami mengundang
Bapak/lbu, untuk dapat menghadiri rapat koordinasi yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 September 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : R.R. Kepala Pusat Teknologi Informasi
Gedung Nusantara | Lt. 2

Acara : Koordinasi Persiapan Awal Pelaksanaan

Aksi Perubahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama

Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kasubag. Tu Pustekinfo,
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LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM EFEKTIF

Hari/tanggal : Jum’at, 24 September 2021

Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB

Tempat : RR. Kepala Pusat Teknoligi Informasi

Acara : Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Aksi Perubahan.

Hadir

Jajaran Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi, Pranata
Komputer.

Pendahuluan

:

2.

Rapat dibuka pada hari jum’at, Pukul 09.00 WIB oleh Kasubag TU
Pustekinfo

Rapat membahas Aksi perubahan terkait dengan kelengkapan administrasi
Aplikasi di pustekinfo, dan pembentukan tim efektif

kesimpulan rapat:

a.

Hasil Brainstorming dan penjelasan tentang adanya aksi perubahan yang
akan dilaksanakan oleh projectleader mendapatkan tanggapan yang positif
dan dengan diskusi tersebut terdapat komitmen terhadap target capaian
yang harus ada.

Adanya strategi pemetaan tugas terhadap tim efektif yaitu tim substansi dan
tim teknis agar target aksi perubahan dapat tercapai sesuai rencana.

Tim substansi membantu dalam hal terkait databased, peraturan-
perundang-undangan

Aksi perubahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pustekinfo dan
penataan administrasi terhadap Aplikasi yang selama ini ada di Pustekinfo.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan pelaksanaan laporan kegiatan di
sepakati tidak dilakukan dalam rapat formal saja namun bisa dalam
pertemuan informal melalui media yang ada baik email, whatsapp, maupun
media lainnya.

Penutup :
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Subbagian Tata Usaha,
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tim Efektif Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi

Menggunakan Template

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 18 Drs. Djaka Dwi Winarko, M.S.i | Kepala Pusat Teknologi Informasi
2 Juhartono, S.Sos. !F?bid' Sist. Informasi & Infrastruktur
3. | AnitaHandayaniputd, S-T.. | kabid. Tata Kelola Ti
4. Aan Andrianih, S.H., M.H. Kasubag. TU Pustekinfo /
- S Kasubbag Pertimbangan dan o

5. Erni Husniyati, S.H., M.H. Edclail Liikian

Airlangga Eka Wardhana, "
6. S.Kom.. M.T.I. Pranata Komputer Ahli Madya
7- Eﬂrcggal Hendradjaja, S.T., Pranata Komputer Ahli Madya
8. hRAa;'?yu Yuni Susanti, S.T., Pranata Komputer Ahli Madya %4&.,/

: . Perancang Peraturan Undang — 27’7

9. Sindy Amelia, S.H. undang Pertama

Leo Krissandy Theo Rimbun 7
10. Marulak,S.H. Analis Hukum
11. | Devy Irawan, A.Md. Pranata Komputer Terampil
12. | Alfian Fitra Rahman, AMd.T zengelotaan Dokumen dan Informasi

ukum o

13. | Tri Ari Pujirahayu Penyusun Bahan Kebijakan \\-a = 1 Mo

Endang Mulus Rahayu, 4
14. S.Kom Pengelola Data
15. | Indah Racmaningrum PPNASN @ "

|
16. | Yuyun PPNASN &A}f
N

17. | Dwi Hakim Nursalim PPNASN o %
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o SEKRETARIAT JENDERAL
D e DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

E JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
o TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id
Nomor : 170/T1.02.01/10/2021 Jakarta, 18 oktober 2021
Sifat . Biasa
Lampiran : -
Perihal . Undangan Rapat
Kepada Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi
penyusunan draft SK dengan Template
DiJAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas berupa penyusunan template SK
Penetapan Aplikasi dalam rangka meningkatkan dukungan
administrasi kelengkapan dari Aplikasi bersama ini kami mengundang
Bapak/lbu, untuk dapat menghadiri rapat koordinasi yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Selasa, 19 Oktober 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat . R. R. Kepala Pusat Teknologi Informasi
Gedung Nusantara | Lt. 2

Acara . Pembahasan Draft template dan Draft SK

Penetapan Aplikasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kasubag. Tu Pustekinfo,

.

NIP. 19770901200212200
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LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM EFEKTIF

Hari/tanggal . selasa, 19 Oktober 2021

Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB

Tempat : RR. Kepala Pusat Teknologi Informasi

Acara : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Perubahan.

Hadir : Jajaran Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi, Pranata

Komputer dan bagian PDIH.

Pendahuluan

1. Rapat dibuka pada hari selasa , Pukul 09.00 WIB oleh Kasubag TU Pustekinfo
2. Rapat membahas pembahasan Draft template dan Draft SK Penetapan
Aplikasi.

kesimpulan rapat:

a. Mendiskusikan bahan rapat yang dilaksanakan secara informal yang
dilakukan melalui media whatsapp dan media elektronik lainnya seperti email
ataupun telefon, terdapat bahan rapat draft awal Template SK Penetapan
Aplikasi dan Draft Draft SK Aplikasi.

b. Terdapat beberapa perbaikan Draft Template dan juga draft SK Penetapan
yang harus di di sesuaikan, baik substansinya maupun teknis penulisannya.

c. Pedoman Template di sesuaikan dengan Persekjen tentang Tata Naskah Dinas

yang terbaru

Penutup :
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Subbagian Tata Usaha,

Aan[Andrianih SH MH

NIP.197709012002122002
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tim Efektif Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi

Menggunakan Template

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Djaka Dwi Winarko, M.S.i | Kepala Pusat Teknologi Informasi
2 Juhartono, & 508. _I;Iabid. Sist. Informasi & Infrastruktur
3. Qn.i}a Handayaniputr, S.T., Kabid. Tata Kelola Tl
4. Aan Andrianih, S.H., M.H. Kasubag. TU Pustekinfo /
; o Kasubbag Pertimbangan dan L
5. | Emi Husniyati, S.H., M.H. Ativokas Hitkam 4y
Airlangga Eka Wardhana, 2
6. S.Kom. M.T.I. Pranata Komputer Ahli Madya
7. r’a"gga' Hendradjala, S T., Pranata Komputer Ahli Madya
8. Sa_'r_\?yu Yuni Susanti, S.T., Pranata Komputer Ahli Madya
: : Perancang Peraturan Undang —
9. | Sindy Amelia, S.H. i g 2%)-;1
Leo Krissandy Theo Rimbun :
10. Marulak S.H. Analis Hukum /Z.-.
11. | Devy Irawan, A.Md. Pranata Komputer Terampil
12. | Alfian Fitra Rahman, AMd.T Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum
13. | Tri Ari Pujirahayu Penyusun Bahan Kebijakan - = )y A
Endang Mulus Rahayu, '
14. & Ko Pengelola Data
15. | Indah Racmaningrum PPNASN <
16. | Yuyun PPNASN
17. | Dwi Hakim Nursalim PPNASN \)
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N ooy TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id
Nomor : 181/T1.02.01/09/2021 Jakarta, 22 oktober 2021
Sifat . Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Kepada Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi
penyusunan draft SK dengan Template
DiJAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas berupa penyusunan template SK
Penetapan Aplikasi dalam rangka meningkatkan dukungan
administrasi kelengkapan dari Aplikasi bersama ini kami mengundang
Bapak/lbu, untuk dapat menghadiri rapat koordinasi yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Senin, 25 Oktober 2021

Waktu ¢ Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat . R. R. Kepala Pusat Teknologi Informasi
Gedung Nusantara | Lt. 2

Acara . Lanjutan Pembahasan Draft template dan

Draft SK Penetapan Aplikasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kasubag. Tu Pustekinfo,

.H.M.H.
NIP. 197709012002122002
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LAPORAN SINGKAT

RAPAT TIM EFEKTIF

Hari/tanggal : Senin, 25 Oktober 2021

Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB

Tempat : RR. Kepala Pusat Teknologi Informasi

Acara : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Perubahan.

Hadir : Jajaran Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi, Pranata

Komputer dan bagian PDIH.

Pendahuluan
1. Rapat dibuka pada hari selasa , Pukul 09.00 WIB oleh Kasubag TU
Pustekinfo
2. Rapat membahas pembahasan Draft template dan Draft SK Penetapan
Aplikasi.

kesimpulan rapat:
a. Mendiskusikan bahan rapat yang dilaksanakan secara informal yang

dilakukan melalui media whatsapp dan media elektronik lainnya seperti
email ataupun telefon, terdapat bahan rapat draft awal Template SK
Penetapan Aplikasi dan Draft Draft SK Aplikasi.

b. Terdapat beberapa perbaikan Draft Template dan juga draft SK Penetapan
yang harus di di sesuaikan, baik substansinya maupun teknis
penulisannya.

c. Pedoman Template di sesuaikan dengan Persekjen tentang Tata Naskah
Dinas yang terbaru

Penutup :
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Subbagian Tata Usaha,

NIP.1Pp7709012002122002
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JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tim Efektif Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi
Menggunakan Template

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1s Drs. Djaka Dwi Winarko, M.S.i | Kepala Pusat Teknologi Informasi
2. Juhartono, S.Sos. _I-Flabid. Sist. Informasi & Infrastruktur
3. | pra Handayaniputd, S.T.. | kabig. Tata Kelola Tl
4. | Aan Andrianih, S.H., M.H. Kasubag. TU Pustekinfo /
X i Kasubbag Pertimbangan dan ¥

S. Erni Husniyati, S.H., M.H. Advokasi Hitkiim

Airlangga Eka Wardhana, -
6. S.Kom. MT.I. Pranata Komputer Ahli Madya
7. 'I\Enrcggal Hendradjgja, S.T., Pranata Komputer Ahli Madya
8. '\Rﬂa_;_lalxyu Yuni Susanti, $.T., Pranata Komputer Ahli Madya

: ; Perancang Peraturan Undang —

9. Sindy Amelia, S.H. undang Pertama

Leo Krissandy Theo Rimbun .
10. Marulak.S.H. Analis Hukum
11. | Devy Irawan, A.Md. Pranata Komputer Terampil
1% |:AlfianEitr Rabman, AMET Pengelolaan Dokumen dan Informasi

Hukum

13. | Tri Ari Pujirahayu Penyusun Bahan Kebijakan t\._ on B

Endang Mulus Rahayu, k=
14. | 5 kom Pengelola Data 4,,71
15. | Indah Racmaningrum PPNASN 4(
16. | Yuyun PPNASN Wﬂ(

73 3

17. | Dwi Hakim Nursalim PPNASN E}“
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SEKRETARIAT JENDERAL
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TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada Yth.

80/T1.02.01/10/2021 Jakarta, 5 November 2021
Biasa

Undangan Rapat

Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi
penyusunan draft SK dengan Template
DiJAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas berupa penyusunan template SK
Penetapan Aplikasi dalam rangka meningkatkan dukungan
administrasi kelengkapan dari Aplikasi bersama ini kami mengundang
Bapak/lbu, untuk dapat menghadiri rapat koordinasi yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 November 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat . R. R. Kepala Pusat Teknologi Informasi
Gedung Nusantara | Lt. 2

Acara : Sosialisasi Draft template dan Draft SK

Penetapan Aplikasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kasubag. Tu Pustekinfo,
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LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM EFEKTIF

Hari/tanggal : senin, 8 November 2021

Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB

Tempat ¢ RR. Kepala Pusat Teknologi Informasi

Acara : Rapat Sosialisasi Aksi Perubahan.

Hadir : Jajaran Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi.
Pendahuluan

1. Rapat dibuka pada hari Senin, Pukul 09.00 WIB oleh Kasubag TU Pustekinfo.
2. Rapat Sosialisasi terhadap Template SK Penetapan Aplikasi.

kesimpulan rapat:

Sosialisasi dilakukan kepada jajaran Tata Usaha Pustekinfo, project leader
memberikan tutorial cara penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi berdasarkan
aksi perubahan yang telah di buat yaitu template SK Penetapan aplikasi. Karena
Tata Usaha Pustekinfo masih harus menyelesaikan Aplikasi-Aplikasi lama yang
belum memiliki legalitas. Dalam hal ini kasubag TU juga memberikan mandat
kepada bapak Endang untuk bertanggungjawab terhadap SK Penetapan
terhadap aplikasi-aplikasi tersebut.

Penutup :
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Subbagian Tata Usaha,

NIP.¥97709012002122002
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tim Efektif Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi

Menggunakan Template

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Drs. Djaka Dwi Winarko, M.S.i | Kepala Pusat Teknologi Informasi
2 Juharfono, S Soe: ?labid. Sist. Informasi & Infrastruktur
g. |pniattandavaniputhi ST jegbo, et Kelola T
4, Aan Andrianih, S.H., M.H. Kasubag. TU Pustekinfo /‘
g S Kasubbag Pertimbangan dan
5. Erni Husniyati, S.H., M.H. AdiokashEhikur
Airlangga Eka Wardhana, 2
6. S.Kom.. M.T.L. Pranata Komputer Ahli Madya
7 “Eﬂrtggal Hendradigla, 5.1, Pranata Komputer Ahli Madya
8. hRAaTIjalyu Yuni Susanti, S.T.., Pranata Komputer Ahli Madya
- ) Perancang Peraturan Undang —
9. Sindy Amelia, S.H. undang Pertama
Leo Krissandy Theo Rimbun :
10. Marulak.S.H. Analis Hukum
11. | Devy Irawan, A.Md. Pranata Komputer Terampil
12. | Affian Fitra Rahman, A.Md.T Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum
13. | Tri Ari Pujirahayu Penyusun Bahan Kebijakan ] = YR
Endang Mulus Rahayu, W
14. S.Kom Pengelola Data .
15. | Indah Racmaningrum PPNASN <K
16. | Yuyun PPNASN %&
N
17. | Dwi Hakim Nursalim PPNASN /}k
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Lampiran 3 Surat Pernyataan Dukungan

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan IV Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini saya memberikan
dukungan terhadap Rencana Aksi Perubahan vyang berjudul
“Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan
Template di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI”,
yang diajukan oleh:

Nama : Aan Andrianih,S.H,M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Rencana Aksi

Perubahan ini dapat diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarta, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP 196611141997031001
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan IV Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini saya memberikan
dukungan terhadap Rencana Aksi Perubahan yang berjudul
“Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan
Template di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI”,
vang diajukan oleh:

Nama : Aan Andrianih,SH,MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Rencana Aksi

Perubahan ini dapat diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarta, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan,

& D

Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si.
NIP.196507051991031003
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan IV Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini wijayanti,S.H.M.H.

Jabatan : PIt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Unit Kerja : Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini saya memberikan
dukungan terhadap Rencana Aksi Perubahan yang berjudul
“Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan
Template di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI”,

yang diajukan oleh:

Nama : Aan Andrianih,SH,MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Rencana Aksi

Perubahan ini dapat diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarta, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan,

-

-~
Arini Wijayvanti,S.H,M.H.
NIP.197105181998032010
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021,

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhartono,S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi
Informasi

Unit Kerja : Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini saya memberikan dukungan
terhadap Rencana Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Penyusunan
Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan Template di Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI”, yang diajukan oleh:

Nama : Aan Andrianih,S.H,M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Rencana Aksi Perubahan ini dapat
diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarta, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan,
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Wuryanto,SH.

Jabatan : Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum
Unit Kerja : Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini saya memberikan dukungan
terhadap Rencana Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Penyusunan
Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan Template di Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI”, yang diajukan oleh:

Nama : Aan Andrianih,SH,MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Rencana Aksi Perubahan ini dapat

diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarta, Oktober 2021
Pernyataan,

i anto:;S.H.
NIP.196912201998031003
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SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aan Andrianih,SH.MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021

Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Budiaji,S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan
produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil
diklat. Aksi perubahan ini akan diimplementasikan di unit kerja kami dalam
milestone jangka menengah yaitu pada 1 Desember 2021 sampai dengan Februari
2022 dan milestone jangka panjang pada Maret 2022 sampai dengan Februari 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, 17 November 2021

Mengetahui
Rahmad Budiaji, S.IP.. M.Si Aan drianih  SH. MH.
NIP. 197008011996031001 NIP.197709012002122002

51| Page



SEXRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAMILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
AN JENUERAL UATUT SUBRDTD JAKAATA <0OL POS 100
TELP, (1| S21 5300 FAX X1} §215 2757518 138 UAMAN  win S g0 0

BURAY FERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan  deogan  pedaksanoan  Pelatiban  Kepemimpeun Pengunus
Argiatan IV Sekretart Jenderal Dewan Peraukian Rakyar Republs

Fedonesia Tatnin 200 1, siva vang bertanca tangnn & bawah

Nema : D A Indra Inkandar, M5
Jdsbectun ¢ Sekretasia Jenderal DIR W
kretanimt Jendenul DRRRI
enderi] DFR R

Unit Kena

Terslaosi Sekretasis

Dahws ootk Kepentingan  dnas, dengan (0l sayn  Semberisan
dukungan  lerhedap  Benoana  Ake  Boubabun yung  berjudul
“Opt=silisasi PégyUsunan Draft 8K Penetapas Aplikasi Dengan
Templane & Pasel Teknokgl Informas Sekretarial Jenderal DPR RfT,

yang diajukan olh;

Nama Anm Anrdrinayb, 54,0 1
dntetan  : Kepak Sub Bagian T Pusst Teknologt teformusi
Uit Kega | Pusist Tekrwkgs [nfGrmus:

lostansi Sekretariat Jenderal DFR RI

Demikian penyataas @akungan h saya Suat dengan sebenarmyn untuk
dapul  dipergunakun  schagiimans mesteya  Semogs  Memcana Ak

Perubstan ini Supat dileruplan unitde kepentimgan dinas.

Juiarta,  Oktober 2021
Young Membaat Pernyntsan,

Rroir Solicn iakandan, A5,
NIP 190611 141597031001
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WAL TP 2T 34 TAK 1121 BTYS 423 AT

NLOE 305 R
008 LAMAN . www ke g

SURAT PERYATAAN DURUNGAN

Barkenoan dengan  pebakeanaan  Pelilihan  Kepemmmpias  Progaves
PO

Angkotan IV Sekreearint Jesdirn) Dewan Pewakilan Rikyut Repodik

Indeonsi Tahus 2021, styu yarg bertands Wagan di tamah ini

T Den.jakn Dy Wiarko N 5
babwtan < Kepaln Posat Yelnohgt [nforoas
Unit Kegn - Pusar Teknologl Inkemand

Insuns Sehretarint Jeoderad PR R

Pahwa stk kepeotingas dinus, desy wit  membesikan

dukunpin  (erhedap  Rencand  Aksl  Peeghahan  yang  serpidul

8K Penesagun Apliase  Dengunt

“Optistolisosl  Peeyusunan  Drafl
Terophate di Pasat Teknoleg Informun Sckreturiat Jenderal DER R,

yang diajuknn okh:

Xama + Aun Andrisnds 24 MR
Jabutan 1 Kepalh Bub Bagian TU Pusat Teknokgs [eforman
Usit Keeh | Pusat Tekmlogs Informasd

Instansl 1 Kekretariat Jenderal DI RI

Demikian presyarann dubungsn inl suya it desgan sebeonmva Look
N 0w

dapet dipergunukan sebigiimisd  nestiye  Semogs Rercand Akl

Feratuhien (s digar dierapkan uesuk Segestiogan dins

Jakarta,  Oklo )
Yang Memitaat Premvatmin,

[

NP1
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan  pelaksanaan  Pelatihan - Kepemimpinan  Pengawas
Angkatan [V Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama  Arint wiiayanti, SHMH,

Jabatan < Pl Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Unit Kerja : Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat

Instanst ~ : Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa untuk kepeotingan dinas, dengan i saya memberikan
dukungan terhadap Rencana Aksi  Perubahan yang  berjudul
*Optimalisasi Penyusunan Dralt SK Penctapan Aplikasi Dengan
Template di Pusat Teknologi Informasi Sckretariat Jenderal DPR RI',
yang digjukan oleh:

Nama + Aan Andrianth, SH,MH,

Jabatan  ; Kepala Sub Bagian TU Pusat Teknologi Informasi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi

Instansi  ; Sekretariat Jenderal DPR RI

Demikian pernyatean dukungan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinys, Semoga Rencana Aksi
Perubahan inf dapat diterapkan untuk kepentingan dinas.

Jakarts,  Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan,

/

/
A
Arint Wiayanti SHMH.
NIP.197108181998032010
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¢ TRLP PRI A AR O NTIS G20 ATIRGON LANAN e (g 40 0

Derkrrwan dmga pelaksraan Pchun Nepeninpinan Peegiom Asgaa
swkcretviat Jendera) Dewn Perwakoldan Rakya! Repobilc Indeoesa Tatun 2021,
Myn v berdanda a4 bewah it

N Lol Wiaryazen $H

Jhsie o Bepin Mogue rtimbnague dan Rabumenrion infrmul Haum
Unrt Nt < Eogdn Perembenpans den Dokumeroon [echeet Hukim
Inweans Hekrotanad Jenderal U1 K

Balwn gtk hegentingan dines, dergan [ sisa oroberkim dubugon
ochadap Rencwna Aks Peeatatan yang boviudl *Optimadsanl Payesiaan
Drah 5K Peropa Apts Deaipa Terplace 41 Pusat Tekneleg) infeemanl
Sekrvtanan Jonderal DOR RI", yang ek och:

N = Ann Andenarh, 1

dabotan Ky Sub Moggan TU Puwt Tekntley) Rfenman
Uit Kega . [osmet Tekngbop (nforroan

Invtann - Behrebariit dodoral DHY N

Denicun sermystaan dukunpin s s bl denpen sebenamyw Unfuk dapa!
dpenpirbie welpurtiey sestiein. Seoga Rencan Ak Peruluabien b1 dapol
dreraglonnt wntuk egentinpies i

dekaris,  Oktober 00
Yieng Netolsugst Perayitaan

NIP. P69 1220 10503
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SEKRETARIAT JENDERAL
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Tohwn watek Kopeatopan dimaa dongae inl sayn mmberiin dukimgon
tocudag lencwa Akl Iveubishun yang benuthal “Optanalivast Peayusunin
Oralt 3K Peoetigue Aplikosl Dongen Teniptute b Pusal Teknclig Sndomonsd
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kit ORote 2021
Yoap Shentun Permpatien,
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L4 Jﬁ.. 19704100}

56 |Page




Lampiran 4 Kartu Kendali kegiatan Tim Efektif

KARTU KENDALI KEGIATAN TIM EFEKTIF

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2021

Nama : Aan Andrianih.SH.MH
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP. : 197709012002122002

24 Tatap muka Brainstorming dan

september Rapat pembentukan tim penjelasan tentang

2021 efektif adanya aksi

Pukul 9.30 perubahan yang
akan dilaksanakan
oleh projectleader
Mendiskusikan
mengenai perlunya
komitmen terhadap
target yang peru di
capai dalam
pelaksanaan Aksi
Perubahan
Pembagian tugas
secara proporsional
kepada tim efektif
Aksi perubahan
diharapkan dapat
meningkatkan
kinerja Pustekinfo
dan penataan
administrasi
terhadap Aplikasi
yang selama ini ada
di Pustekinfo.
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24

september

2021

Dengan Pranata
Komputer

Pukul 11.

27  September
2021

Diskusi dengan
PDIH

29  september
2021

Diskusi Dengan
Legal Drafter

Membahas terkait data
Aplikasi;

Referensi dasar
pembentukan;

Sistem yang akan di
gunakan dalam

penyusunan Draft

Koordinasi terkait adanya
aksi perubahan

Diskusi terkait
penyusunan template dan
Pedomannya untuk
penyusunan  draft SK
Penetapan Aplikasi

Kesepakatan = dukungan

terhadap kegiatan aksi
perubahan yang dapat
memudahkan dalam
proses penyusunan draft
SK Penetapan Aplikasi;

Dalam hal ini PDIH sangat
mendukung apa yang
dikerjakan oleh project
leader dan akan
membantu dalam
penyusunan draft template
dan proses pembahasan

draft SK Penetapan
Aplikasi.

Diskusi  terkait  Draft
Template dan  Draft
Pedoman SK Penetapan
Aplikasi

Berkoordinasi terkait
penyusunan  draft SK
Aplikasi yang
membutuhkan  bantuan
Legal drafter

Adanya dukungan dalam
pelaksanaan penyusunan
draft SK Penetapan

Tatap muka

Tatap Muka

Tatap muka

. Adanya

daftar
aplikasi

. Adanya notulensi
. Adanya sistem yang

akan di buat dalam

penyusunan  draft
SK

. Daftar hadir

. Notulensi

. Surat
Adanya sistem
penyusunan yang
efektif
Adanya pembagian
tugas untuk

mempercepat target
penyelesaian  Aksi
Perbahan

Adanya kesepakan
tentang Aplikasi
yang akan di buat
kan SK Penetapan

Target penyusunan
Draft
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18 Oktober 2021

19 Oktober 2021

aplikasi yang ada di
pustekinfo;
Melakukan inventarisasi
peraturan terkait
penyusunan  draft SK
penetapan Aplikasi

Mendiskusikan terkait
prioritas Aplikasi yang
akan di tetapkan dengan
SK  Penetapan aplikasi
dengan memperhatikan ke
butuhan organisasi dengan
kategori aplikasi internal
dan ekternal dimana untuk
internal akan disusun draft
SK terkait Portal karena
kepentingan terkait
kebutuhan  kepegawaian
secara keseluruhan dan
untuk eksternal akan di
susun draft SK terkait
aplikasi web DPR RI,
dimana aplikasi tersebut
sangat  penting untuk
image dari DPR RI secara
umum  dan  aplikasi
tersebut banyak di
gunakan untuk sarana
komunikasi dengan
masyarakat umum.

Diskusi terkait
penyusunan  Draft SK

Penetapan  Aplikasi di
kaitkan dengan adanya
template

Diskusi  terkait  Draft
Template dan  Draft
Pedoman SK Penetapan
Aplikasi

Diskusi terkait Draft SK
Penetapan Aplikasi yang

di susun oleh tim Efektif.
Diskusi terkait Draft
Template ~ dan  Draft

Pedoman SK Penetapan
Aplikasi

whatsapp

Tatap Muka

- Adanya draft
template SK
Penetapan

- Adanya draft
Pedoman SK
penetapan

- Adanya Draft
Penetapan Aplikasi

-Adanya Notulensi
Rapat

- Adanya draft
template SK
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25 oktober 2021  Lanjutan pembahasan Tatap muka
draft Template dan Draft
SK penetapan Aplikasi
8 November Sosialisasi draft Template Tatap muka
2021 dan Draft SK penetapan

Diskusi lanjutan terkait
Draft SK  Penetapan
Aplikasi;

Diskusi  terkait 5 draft
penetapan aplikasi;
Memperbaiki ~ draft SK
penetapan yang di
susaikan dengan Persekjen
tentang tata naskah dinas
(TND)

Aplikasi

Penetapan

- Adanya draft
Pedoman SK
penetapan

- Draft SK Penetapan

aplikasi

- Draft SK Penetapan

5 Aplikasi

- Adanya Notulensi

Rapat

- Adanya draft
template SK
Penetapan

- Adanya draft
Pedoman SK
penetapan

- Draft SK Penetapan

aplikasi

- Draft SK Penetapan
5 Aplikasi

- Adanya Notulensi
Rapat

- Adanya draft
template SK
Penetapan

- Adanya draft
Pedoman SK
penetapan

- Draft SK Penetapan

5 Aplikasi

60| Page



Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KARTU KENDALI KEGIATAN COACHING
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2021

Nama : Aan andrianih,SH.MH. Nama Coach : Dr.Haryanto,S.pd.
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

NIP. - 197709012002122002

5
:

U _ i Laran
Aksi Perubahan dan

10 November | Membahas terkait | Virtual Zoom akan melakukan diskusi

2021 Laporan Aksi

: kembali pada 22
Virtual
Perubahan e
1 ofiliiie November 2021 \fM"'/ 7
- Dalam pembuatan ppt -
sesuai judul dan Sub
BAB dalam laporan aksi
perubahan.
22 November | Membahas Virtual zoom
perkembangan meeting o
2 | 2021 Laporan Aksi online QM"’/
Perubahan




Lampiran 5 foto kegiatan arahan dari Sekretariat Jenderal DPR RI
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Lampiran 6 foto kegiatan diskusi dengan Plt Biro Hukum
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Lampiran 7 foto kegiatan mentoring,Berkoordinasi dengan PDIH dan tim efektif
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Lampiran 8 Coacing dengan kel 4 dan coach
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Lampiran 9 template SK Penetapan Aplikasi
KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...../SEKJEN/2021
TENTANG
PENETAPAN (SISTEM INFORMASI /APLIKASI) ...
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat
Jenderal yang tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi
Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020,
perlu mengembangkan (Sistem Informasi /Aplikasi) ..... ;

b bahwa (Sistem Informasi /Aplikasi) ... sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dibangun untuk ... (diisi maksud dan tujuan yg
ingin dicapai dengan adanya sistem informasi ini);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan (Sistem Informasi /Aplikasi)
... dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

(diktum Mengingat dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dasar
hukum aplikasi )

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN (SISTEM
INFORMASI /APLIKASI).

Menetapkan (Sistem Informasi /Aplikasi) ..

(Sistem Informasi /Aplikasi) ....... dapat di akses melalui laman ...
(diisikan dengan laman Sistem Informasi (/Aplikasi)).

Penyelenggaraan (Sistem Informasi /Aplikasi) .... sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi ... (dapat
diisi uraian terkait dengan pola penyelenggaraan sistem informasi
yang akan ditetapkan (maksud dan tujuan dibuatnya aplikasi, alur
kerja aplikasi, struktur penyelenggara sistem informasi, alur
koordinasi, hak akses, dll)) dilaksanakan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. (jika ada)

(Sistem Informasi /Aplikasi) .... sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini dikelola dan dilaksanakan oleh ... (dapat di
isi dengan unit kerja yang membangun aplikasi/menggunakan aplikasi)
di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Panduan/Langkah/pengelolaan (disesuaikan dengan kebutuhan)
penggunaan (Sistem Informasi /Aplikasi) .... sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini (jika
ada).

(Substansi materi muatan dapat di tambahkan menyesuaikan
kebutuhan materi muatan yang ada di aplikasi)

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, dan Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
(dapat di tambahkan Pusat/Biro/Inspektur) pengusul SK
Penetapan Aplikasi)

Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan Dokumentasi
Informasi Hukum, Tata Kelola Teknologi Informasi,
Sistem Informasi dan Infrastrukur Teknologi informasi,
Arsip Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia; (dapat di tambahkan unit pengusul
SK Penetapan Aplikasi)

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ISEKJEN/2021
TANGGAL

PELAKSANAAN (SISTEM INFORMASI/APLIKASI)....

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ISEKJEN/2021
TANGGAL

PANDUAN/LANGKAH/PENGELOLAAN PENGGUNAAN (SISTEM INFORMASI/APLIKASI)...

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
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Lampiran 10 pedoman SK Penetapan Aplikasi

PEDOMAN PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKIILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN APLIKASI

A. KETENTUAN UMUM SURAT KEPUTUSAN

1. Jenis huruf surat keputusan menggunakan Arial ukuran 11 (sebelas) poin.

2. Margin kiri: 2.5 cm dari batas tepi kiri kertas surat.
3. Pada ruang tepi atas bagian kop Naskah Dinas menggunakan 2 (dua) spasi di bawah kop;
4. Ruang tepi bawah: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi bawah

kertas;
5. Ruang tepi kiri: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi kiri kertas; dan

6. Ruang tepi kanan: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi kanan
kertas.

7. Margin kanan: 2 cm dari batas tepi kanan kertas.
8. Jarak Spasi antar paragraf disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan

margin bawah kertas.
9. Bagian kepala ditulis di bagian bawah kop;
10.Jarak antara kop dengan kepala naskah dinas yaitu 2 (dua) spasi;
11.Jarak antara frasa dengan judul Keputusan yaitu 2 (dua) spasi;

12.Jarak antara judul Keputusan dengan nama pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu 2

(dua) spasi;

13. Bagian kepala menggunakan huruf tebal;

14. Rancangan/konsep/draft surat keputusan dicetak kedalam kertas A4 tanpa kop.

15.Surat keputusan yang telah diberikan tanda “net” dicetak kembali diatas kertas jenis
Conqueror ukuran A4, dengan kop asli berlogo tanpa alamat.

16.Satu set salinan asli surat keputusan yang telah dibubuhkan paraf dan
ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan keputusan, wajib diserahkan

kepada Bagian Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
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Indonesia.

. KERANGKA SURAT KEPUTUSAN

I.  KEPALA SURAT KEPUTUSAN

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

1. KOP NASKAH DINAS SURAT KEPUTUSAN

Keputusan Sekretaris Jenderal menggunakan kop dengan logo instansi
berwarna dan tulisan SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA tanpa alamat yang diletakkan secara

simetris di tengah margin.

Contoh:

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2. JUDUL KEPUTUSAN

2.1 Judul Keputusan memuat keterangan mengenai:

2.1.1 Jenis Keputusan;

1. Jenis keputusan merupakan naskah dinas Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan

dalam rangka menetapkan suatu kebijakan tertentu.
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2.Jenis Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital

diletakkan di tengah-tengah margin.

Contoh:

I
e e P

-]
REKRETARES IENIEERAL
FEEWAN PEHWARKIL AN RAKYAT
REEPUHLEE INTRMNESTA

FEFLTLS AW
SEERETARIS JENDERAL
DEWAHN PERWAHILAN RAKYAT REMEELIE IMOCHESRA,

2.1.2 Nomor Keputusan;

dan

Nomor Keputusan ditulis dengan format sebagai berikut:

Nomor: ....(1)/SEKJEN/...(2)

Ket.

(1) Nomor Keputusan sesuai dengan tata urutan

penomoran/dokumentasi hukum pada Bagian Hukum,
ditulis menggunakan angka arab.

(2) Tahun SK diterbitkan.

Contoh.

serta

REPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: |71 ISEKJEN/2021
TENTANG

PENETAPAN APLIKAS| E-SMAIL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

72 |Page



2.1.3 Nama Keputusan.

1. Nama Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

2. Nama keputusan diawali dengan kata “TENTANG” yang ditulis
diatas nama keputusan dan diletakkan ditengah margin tanpa

diakhiri tanda baca.

3. Frasa dalam nama keputusan yang mengandung bahasa asing
atau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing ditulis dengan

dicetak miring (italic).

Contoh 1.

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN
ELEKTRONIK (SNIPER) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Contoh 2.

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAR REPUBLIK
INDONESIA

. PEMBUKAAN

Pembukaan terdiri atas:
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1. PEJABAT PEMBENTUK SURAT KEPUTUSAN

1.1. Pejabat pembentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

1.2. Pejabat Pembuat Keputusan ditulis dengan huruf

kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (, ).
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Contoh 1.

|[PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN ELEKTRONIK (SNIPER)]
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Contoh 2.

PENETAPAN APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAR REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

=. KONSIDERANS/MENIMBANG:

2.1. Konsiderans/Menimbang Memuat alasan/ tujuan/ kepentingan/

pertimbangan tentang perlunya Keputusan Sekretaris Jenderal.

2.2. Jika konsiderans/menimbang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-
tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan

satu kesatuan pengertian.

2.3. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam
satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda

baca titik koma (; ).
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a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertib dan sesuai
dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 -
2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
perlu mengembangkan Aplikasi E-mail Pegawai Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

. bahwa Aplikasi E-mail Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, di
bangun sebagai sarana mempermudah proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia serta memberikan pengamanan transaksi
data di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik]
Indonesia;

3. MENGINGAT/DASAR HUKUM

3.1 Mengingat/Dasar Hukum memuat ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dikeluarkannya keputusan dan/atau peraturan
yang mengatur tentang substansi/materi yang diatur dalam Surat

Keputusan.

3.2 Mengingat/Dasar Hukum dapat terdiri dari Peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang dituliskan berurutan dari Peraturan perundang-undangan

yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah.

3.2.1 Hierarki Peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan antara lain:
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat;

3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2.2 Jenis Peraturan Lain (sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi):
Peraturan yang ditetapkan oleh:

1) MPR;

2) DPR;

3) DPD;

4) BPK;

5) Bank Indonesia;

6) Menteri;

7) Badan/Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan Undang- undang;
8) Gubernur;

9) Bupati/Walikota.

3.2.3 Peraturan perundang-undangan Semu (pseudowetgeving)

Merupakan peraturan kebijakan (beleid regelling) diluar
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam
ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat dalam rangka

kebijakan tata usaha negara.
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3-3

3.4

3-5

3.6

37

3.8

Contoh.

1) Peraturan Menteri/Lembaga/Badan/Komisi yang tidak
diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

Dasar hukum undang-undang dan jenis peraturan perundang- undangan
dibawah undang-undang tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup
mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa

diikuti dengan frasa “Republik Indonesia”.

Jika terdapat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang
hierarkinya setingkat, maka dituliskan berurutan dari peraturan yang lebih

lama sampai dengan peraturan yang paling baru.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan atau keputusan terdapat lebih
dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan/hierarki
peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Jika jumlah dasar hukum lebih dari satu, maka penulisannya diawali
dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya, dan diakhir dengan tanda baca

titik koma (; ).

Dasar hukum/mengingat, ditulis lengkap dengan Nomor dan tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia (apabila ada) dan/atau Berita Negara Republik

Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (apabila ada).

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia (apabila ada) dan/atau Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.7, ditulis dengan diawali

dan diakhiri tanda kurung ( () ).
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3.9 Dasar hukum/mengingat yang telah mengalami perubahan, ditulis dengan
cara mencantumkan peraturan yang lama diikuti dengan peraturan yang

lebih baru dengan dihubungan frasa “sebagaimana telah diubah dengan”.

3.10 Dasar hukum undang-undang dan jenis peraturan perundang- undangan
dibawah undang-undang yang telah mengalami perubahan lebih dari satu
kali, ditulis dengan cara diawali peraturan yang lama diikuti dengan
peraturan yang paling baru dengan dihubungan frasa “sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan”.

3.11 Dasar hukum yang berupa keputusan dapat dicantumkan sepanjang
Keputusan dimaksud sederajat dengan keputusan yang akan dibuat serta

berhubungan dengan substansi yang diatur.

Contoh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

DIKTUM

1.

Diktum dimulai dengan kata: “MEMUTUSKAN :” ditulis dengan huruf kapital dan
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diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ) serta diletakkan di tengah margin.
Diktum dilanjutkan dengan menulis kata “Menetapkan” dicantumkan disebelah
kiri bawah sesudah kata “MEMUTUSKAN” dan disejajarkan ke bawah dengan

kata “Menimbang” dan “Mengingat”.

Diktum “Menetapkan” ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri

dengan tanda baca titik dua ( :).
Nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata

“Menetapkan :” dan didahului dengan pencantuman jenis keputusan, serta
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ( . ).
Contoh 1.

Menimbang : a. bahwa...;
b. dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ....;

2. dst.(jika perlu);
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYA

Menetapkan REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN E-SIGN CLOUD
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

Contoh 2.

Menimbang : a. bahwa..;;
b. dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ....;
2. dst.;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan - KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWA
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN APLIKASI E-MAIL PEGAWAI SEKRETARIA
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLI
INDONESIA.
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5. Substansi keputusan diuraikan dengan diawali bilangan bertingkat
PERTAMA, KEDUA, KETIGA, dst., ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ).

6. Penulisan diktum sejajar (rata kiri) dibawah kata “Menetapkan” yang
diurutkan berdasarkan urutan angka dan paragraf atau kalimat yang
berisi substansi keputusan ditulis dengan diawali huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma ( ;).

7. Dalam diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan atau
perubahan.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYA

" REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN E-SIGN CLOUD
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

Menetapkan

PERTAMA :Menetapkan Aplikasi  E-Sign Cloud Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEDUA :Aplikasi E-Sign Cloud dapat di akses melalui laman URL;
esign.dpr.go.id.

KETIGA :Penyelenggaraan E-SIGN Cloud Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan fitur untuk Tanda Tangan
Digital pada dokumen PDF, Kirim-Terima dokumen serta Share
dokumen yang diperuntukan bagi pejabat Eselon | dan II, yang
meliputi :

1. Persiapan, diantaranya;
a. telah memiliki akun Aplikasi Manajemen Sertifikat
(AMS);
b. sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik;
c. gawai yang telah terhubung oleh jaringan internet; dan
d. menyiapkan visualisasi Tanda Tangan Elektronik, jikal
ingin menggunakan visualisasi sesuai dengan keinginan|
dan kebutuhan.
2. Login E-Sign Cloud,
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3. Konfigurasi Visualisasi Tanda Tangan; dan
4. Mengelola Dokumen PDF.

KEEMPAT : Dst

v. PENUTUP

1. Bagian penutup terdiri dari:
1) Salinan

a. Menunjukkan pejabat yang berhak menerima salinannya;

b. Kata “Salinan” ditulis dengan huruf kapital dengan di ikuti kata
“Keputusan ini disampaikan kepada:”.

c. Apabila pejabat yang berhak menerima salinannya lebih dari satu, ditulis
berurutan kebawah sejajar dengan kata “Keputusan ini disampaikan
kepada:” dan diberi nomor angka arab 1, 2, 3 dst.

2) Tempat dan tanggal penetapan keputusan.
3) Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri

dengan tanda baca koma (,).
4) Tandatangan pejabat yang menetapkan keputusan.
5) Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital.
2. Bagian penutup ditempatkan di sudut kanan bawah surat keputusan, ditulis rata
kiri dari tepi kertas sebelah kiri.

Contoh:
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. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur|
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

. Kepala  Pusat/Biro/Inspektur:  Hukum  dan
Pengaduan Masyarakat, dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ;

. Kepala  Bagian/Bidang: Pertimbangan dan
Dokumentasi Informasi Hukum, Tata
Teknologi Informasi, Sistem Informasi
Infrastrukur  Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia .

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
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c. TIPS

1. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap perubahan, pencabutan, Nomor Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
dan/atau Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
dari peraturan perundang- undangan yang akan dimasukkan kedalam dasar hukum

Menimbang melalui tautan antara lain:

http://sipuu.setkab.go.id/

=

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/

=

=

http://www.dpr.go.id/jdih/uu

http://idihn.bphn.go.id/list/peraturan

=

http://peraturan.go.id/

=

2. Lakukan Pengecekan sebelum menuliskan istilah-istilah dalam bahasa asing yang mungkin

memiliki padananan kata dalam Bahasa Indonesia melalui tautan berikut:

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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http://sipuu.setkab.go.id/
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/%23/
http://www.dpr.go.id/jdih/uu
http://jdihn.bphn.go.id/list/peraturan
http://peraturan.go.id/

Lampiran 11 SK Penetapan Apliasi Emai

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /571 ISEKJEN/2021
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI E-MAIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
Paraf | Paraf 2
=1 4
———

a.

bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi
dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun perlu
mengembangkan Aplikasi E-mail Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

bahwa Aplikasi E-mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia di susun sebagai sarana mempermudah proses
pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia serta memberikan pengamanan transaksi data di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Aplikasi E-Mail
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Paraf |

Paraf 2

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 -
2024,

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN APLIKASI
E-MAIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Aplikasi E-Mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Paraf 1

-
—_—

Paraf 2

Aplikasi E-Mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat
diakses melalui tautan di laman Portal Pegawai Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu
https://portal.dpr.go.id/ dengan menggunakan akses login dengan
menambahkan username dan password yang sama dengan akses
portal Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Aplikasi E-Mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
digunakan sebagai sarana dalam mengirim surat bagi Pegawai
Sekretariat Jenderal dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang dilakukan melalui media internet.

Aplikasi E-Mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini

memuat:

1. Favorit menyediakan informasi mengenai e-mail masuk dan keluar

yang terbaru;

Kotak Masuk menyediakan informasi e-mail masuk.

Draf sebagai sarana menyimpan konsep e-mail yang belum dikirim;

Catatan menampilkan informasi tambahan pada suatu e-mail:

E-mail sampah menampilkan informasi e-mail yang telah dihapus

dan tidak dapat dipulihkan kembali.

Tugas baru sebagai sarana membuat lembar e-mail baru;

7. Arsipkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pengarsipan
terhadap e-mail yang ada dalam email pegawai;

8. Pengklasifikasian e-mail seperti Bukan Sampah, Blokir, Pindah ke,
serta Kategori;

9. Pengaturan dan profile Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

10. Search engine e-mail yang terhubung dengan data e-mail seluruh
pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

st il

o

Aplikasi E-Mail Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
dikelola dan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Teknologi
Informasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

9
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Panduan penggunaan Aplikasi E-mail Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Indonesia.
KEENAM
KETUJUH
1.
2.
3
Paraf | | Paraf 2
-

Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Republik Indonesia;

Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, dan Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Republik Indonesia;

Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan
Dokumentasi Informasi Hukum, Tata Kelola
Teknologi  Informasi, Sistem Informasi dan
Infrastrukur Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Republik Indonesia;

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
v
INDRA ISKANDAR
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LANPIRAN  KEPUTUSAN SEKRETARS JENDERAL

DEV/AN PERWAIILAN RAKYAT AKTIVASE E-MAIL DPR Ri
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

ISEXKJEN2021 E
TANGGAL - 1 November 2021 Ketka penyjura baru pertasma kalilogin ke Emad PR RI maka pengguna

harus melakukan set up password baru terlebih dadufu, Kunkngl
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKAS! E-Msil MARDPR.GO.ID untux masuk ke Emal DPR Ri Pada kolom username,
DEWAN PERVIAKILAN RAXYAT REPUBLIK INDONESIA cukup mergetk username taspa Bdpr go.id

-
m PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN
E-MAIL DPR RI

(WEB_PUSH MAIL OUTLOOK)

s pengauna dan p untuk sign in
{masuk], Masing-masing penggrra memilici username yarg berbeda.

mak ﬂo'w“.

Pasaward baru berhasi dubah laks piis Ok

KETERANGAN

Usermeme ¢ Mk merseme perggire.
Currme P ™ w801 )
3 tow Pavemrs M4SN pevond s ﬂ(}‘lﬂoox

L

@% Outlook
change password

‘ —.———

e

s

§
G sl
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©
5

[ ooy ] Lot sk ke vttt it e mergech o et
beserta dengan alamat pengiriman email dan subject atau jdd emai

Jka username don patsword sasuas, maka akan masd ke halaman
Inbox Emadl DPRe pergguna.

MENGIRIM PESAN EMAIL BARV

Ketia pengguna sudah masuk ke halaman Inbox, unbuk melakukan
perginman emal baru ke pengguna lain caranya adalah dergan mamish
manu New di sebelah pajok kiri atas.

» Meabbin olrat avel huan
(<3 ANt merambathan ot pada pergrivan ersil v
4 MerambaNean amacheme (e deksmen) pads

TR e ovot s conivs ks i

MENGGANTI PASSWORD AKUN EMAIL Piih Change your password maka di sebelah kanan akan muncul side
Change Password,
Untuic merggant! password

P pergguna dengan pasewerd yang baru,
dapat dlakikan melalul menu Pengaturan di sebelah pook kanan atas,

Masushan current password eaat inf), néw p
(password yang baru), cordm new paseword (ketk ulang paseword
= Bare) lak pih tombol Save. Jka berbasil maka ctomata akan muncul
tamplan sukses,

o (o]

[Fared1 | Pamis | Panf 1 [ Pnf3 |
— ‘ [
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Baleuh KU Lhun At Senplun 2t Up
email karena bebm ada sinkresisasi
email sebshamrya. Pl Mcrosoft
E£xchange, karera pada Email DPR & i
manggunakan base dari Mcronaft
Exchange

Tunggu hingga proses sinkran
emal selesai yang ditandas
A dengan masurya inbox

5 ¥ emal pada apikaei email i
‘_ handphane pengare
-
[Wnfi [ P2

1 addrews M bbhin craid oroms Sergin OXvdt eredl CIN NEL
2 Domaivsermane MRASD dergon avalan dpcunemare enal (Conish
dprdanielwidgatond

3Pmwvord MOMAS03 B petmanrd Gl pevpr)
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /&7 %/SEKJEN/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI E-SIGN CLOUD SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Paraf 1

Paraf 2

a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi
Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020, perlu mengembangkan Aplikasi E-SIGN Cloud
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

b  bahwa Aplikasi E-SIGN Cloud sebagaimana dimaksud
pada huruf a, merupakan Aplikasi berbasis Web yang
memiliki fitur tanda tangan digital pada dokumen PDF di
lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Aplikasi E-
SIGN Cloud Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Paraf |

Paraf 2

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 39);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020 - 2024;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik ‘Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN E-SIGN
CLOUD SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Aplikasi E-Sign Cloud Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Aplikasi E-Sign Cloud sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini dapat di akses melalui laman
https://esign.dpr.go.id.

Penyelenggaraan E-SIGN Cloud sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan fitur untuk Tanda Tangan
Digital pada dokumen PDF, Kirim-Terima dokumen serta Share
dokumen yang diperuntukan bagi pejabat Eselon | dan I, yang
meliputi :
1. Persiapan, diantaranya;
a. telah memiliki akun Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS);
b. sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik;
c. gawai yang telah terhubung oleh jaringan internet; dan
d. menyiapkan visualisasi Tanda Tangan Elektronik, jika ingin
menggunakan visualisasi sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan.

@
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Paraf 1

Paraf 2

1

2. Login E-Sign Cloud:;
3. Konfigurasi Visualisasi Tanda Tangan; dan
4. Mengelola Dokumen PDF.

Aplikasi E-Sign Cloud sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini dikelola dan dilaksanakan oleh Unit kerja
yang membidangi teknologi informasi di Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Panduan dan langkah penggunaan Aplikasi E-sign Cloud
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

2. Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, dan Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia; o

3. Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan Dokumentasi
Informasi Hukum, Tata Kelola Teknologi Informasi,
Sistem Informasi dan Infrastrukur Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKXILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3
TANGGAL

ISEKJEN/2021
1 November 2021

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-Sign CLOUD SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : |67 % ISEKJEN/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAR REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . - bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi
dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, periu
mengembangkan Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di bangun untuk mewujudkan suatu sistem pusat
penyebaran informasi yang terhubung dengan manajemen
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

C: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Aplikasi Portal Pegawai
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat 2 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Paraf 1 Paraf 2
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Paraf 1 | Paraf2

Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 -
2024;

5 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
Keputusan ini dapat diakses melalui laman https://portal.dpr.go.id/
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Paraf 1

Paraf 2

Aplikasi Portal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini digunakan sebagai sarana berbagi informasi
internal Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang didalamnya memuat berbagai
aplikasi, interaksi, dan informasi terkait dengan manajemen
kepegawaian.

Aplikasi Portal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA Keputusan ini memuat :

1. Halaman depan akses Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki format
isian antara lain username dan password.

2. Tampilan beranda Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berisi :

a. profile user atau pegawai;

b. tautan daftar tampilan berbagai akses aplikasi yang terkait
dengan fungsi manajemen kepegawaian;

c. sosialisasi, pengumuman, dan informasi internal Pegawai
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

d. struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia; dan

e. informasi biodata seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
Keputusan ini dikelola dan dilaksanakan oleh unit kerja yang
membidangi teknologi Informasi di Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Panduan dan langkah penggunaan Aplikasi Portal Pegawai Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
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Paraf |

Paraf 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik lindonesia;

Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, dan Teknologi Informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Kepala  Bagian/Bidang: Pertimbangan  dan
Dokumentasi Informasi Hukum, Tata Kelola
Teknologi  Informasi, Sistem Informasi dan
Infrastrukur Teknologi informasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik lindonesia;

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

\

vd

INDRA ISKANDAR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

€
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 JSEKJEN/2021 Berikut i lrgral-tangks’ untuk menggynaken solicss Potsl

TANGGAL | 1 Novernber 2021
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dipilis urvtuik ditarnpilkan dari busn July 2014 hingga February 2017

Gambisr & Helamas Dsta Pengurangan Tunjsngan ¥ara
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Menu Disiplin
12 Untuk menamplan halaman Disiplin, maka dipa: df ki Ik Disipiin seperts yang Saunakban
pads gambar dbewah
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Garear 23, () Haaman file | paf] yang rmuncal jka Gk ok FERATURAN PEMERINTAA REFUBLK NOONTSIA
NOMOR 53 TASUN 2010 TENTANG DSIPLIN PEGAWA NEGER! SFL”; (3] alaman lle ( paf) yang munosl jia deidic
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GIMSa 163 Karan Daltar SMLE 185 Haman Dt (ea: 16 ¢ Raamian Data 54U

Borkat i adatsh ralarrar Daftar Simpandn vang dikan tanol Ja @pi b meou DaMtar Simganan
Pads halaman Deftar Shpanan Frioadl i, terdipat b Simpanan Pokok, Smosnan Welh,
Smpanan Khusus, Simpansn Subarels, Smpsran Sjmo, dan Simpanan Simagan yarg dipat
dighih unbA menzmpiikan data 32303 jery

Paraf

Buky Pasduan

Aptkast o isipim PV

Garnbar 14 Cara menampikan Bubu Panduan Acfieasl s-Tlagin PN5

Menu Koperasi
14 Untul menan pilean halaman Koperas, maka dapat d- ik [ink Koperasi sepertl yarg ditunukkan
sada gambar dibawah Int

unyl e
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Gambar 15 Malaman eXopeas

15 Pads halaman e-koperasl tardapat meny daftar SHU, Dattar Smpanan. dan Caftar Pinaman yang.
terletak di sabelah ki histaman. Selak ity |Ugs dapat melskuizn posting aspras! dengan gambar,
serta mergiimban komentar stas asprasi tersebut, yekni pada kolon SAPA Koperas

16 Berikut ini adaah halaman Daftar SHU Prnadi yang akan tanpl, jka dikik meny Daftar SHU
Selsin M bisa uga 610k Tab Dats Jasa dan Data SHU untuk menampan hataman Data Jasa can
Ddta SHU (Garmbar 16.0 g 16.),
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Gambar 17 Halsman Daftar Simpanarn Prbad)
18. erikt int adalah halaman Daftar Pinjaman yong @an tampll fia diplih meru Daftar Pinjaman.

Pada halaman Bafar Pisman ki, tercapst tab insidentl], Reguler, Reguler Phus, KPR, Dagang,
Tripan Talangan Haji, dan insidentil Plus

- 0 Ouftar P Pribact

Gambar 38, Halarran Oaftar Pinjaman Pribeck

Menu Korprl

19, Uatuk menampikan balaman Ko, maks dapat di-kik Gk Korpe sep=rti yang oitun ukean pads

garaar dibawah ir;
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Gamdar 15, Halaman KOAPR Setjen DPRRI

20 Paca halaman KOAFRI, terdapat menu Dafiar Penerimaan, dan Daftar Pengeluaran vang trietak
di sebedah i halaman. Sefain it Jugs deoat melakukan posting aspirasl cengan gambsr, serte
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Gambar 22, Halaman PAG

24 Uniuk peniasan lebh detal mengerai Apikasi PPKP dapat meenbuka i poi yang ada <)
halaman PPRP, yang berjuds Buky Pandusn Aplikasi PPEP,

Menu SIAP

5. Urituk menarpikan halatrao AR,
gambar & bawah s

4@ dapat G-RAk |ine SIAP seperti yang dituryukan pade

Carsbar 23 Adunas st

6. Untuk pacfelasan bl catal mengern Aok ke SIF daat ramraait bagsachs b yary
Baku Pandun fpbkasl SUS

Menu Sidiklat
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Gambar 25 Halseran Dt [k

9. Untude melinae menw tein dan Apliasi Sidiklr, perrams dapat marg-Uik meru Guet yang ads o
halaman bagion 312, Wy kemudn akan muncul sucmonu Bata Transaksl, kemurian
rermivh Daftar Belajar, suhinggs #san dipertieh heleman Dafter Belsjar seperti gambar diba

Gambar 26, Hatwman Dafiar Bt

0. Utk meinac many i3in d3 ADIkast SIAIKEE, perams dapat meng-Kik monu Guest yarg 163 di

halaman baglen atas, Wlu kemudan akan muncul submenu Data Transaksi, temuddan dapat

merniin Daftar Belajer, seninggs skar diperaleh holeman Defter Belsjar s2pers gambar dibawoh
ini
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Garbar 27

alamon Daftar Uxdin Oket

31. Pada haleman inj, penggera dengan role Guest daget melskukin go

mibahan usslan oikac
dengar mamih tambel Tamban Usulan Dikdst yang berada o pojok ka
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Garrbar 28 Halemen Tomoah Usulan DVt ving @an muncu secelah Lombo! Tamibiah Usulan Dkt i Wie
32, Satelahmekskikan pengaian kolom yarg wiib diis (ditsndai dengan tands * |, maks dapat
dilaiukan pemyimpanan data kedalam basis data dengan meng-iik tambal Smpen.

33, Hafaman Tambah Usalan Drkiat ini Juga dagat dicapst dengan memiih abmeny yang terletak ¢l
s, sepert diunjukkan 0ada gambar berkutin
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Menu Puslit {www.puslit.dpr.go.id)

35 Utk menameikan halanian Pusli, miats dapat ik link Pusiit seperti yang ditunskken pada
gamidar dbwwah i

Garmtar 15, Mabwowm Tamtah Usuisn Vet yewg diakoes derl sucererns Tavmi Uk Dot

Menu Yankes (www.yankes, dpr.go.id)

34 Utk mesampihan halaman Yerkes, maka dagat dHK IRk Yankes secert] yang Silurfuken
pada garmoar dlbawah ik

Gambiar 31 Halaman pusit docga d

37. Untuk penjeissan lzbih detald mengenal Apthast Fuslit dspat dapat metefut kepada buky vang
berjadul Buku Panduan Apitast Pusic
Menu Kliping (www.kliping.dpr.go.id|

38 Untuk meramplkan halanan kiping, maka dagat G-k irk Kiping seps i yang ditunjutkan pacs
gembar dibawah i
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Menu Xorpri
40 Untik meramplican b
fambar dibawah In:

Gambar 34 Haaman ckuddprgosd
43 Untuk perjeiason iehin detall mengenai Aplicasi Soud DR dapat dase! mevujuk keoads biky
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Menu Aplikas| Desktop PC
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Menu Pengumuman

48 Untue maramplicn 12 Caftar Pengumuman, maka dapat dl ik (mk Pangumiuman (i LIKAT
g ituiuidan pocks gambsac dibewshrd

TJEN DER S1AP BERUB

Gambar 33 Lirat pengamaman

Menu Peraturan Sekjen
49, Untuk malhat Peraturan Seken, maka dapat i kil lick Peraturan Sekjen lsls LIHAT seperti yarg.
ditunjutkan pada gamisar diaawsh i

e
>IAP BERUBAH R
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TJEN DR

Menu Download
51 Untul melirat Deftar Downloed, meka depat di-ki Sk Download ey LHAT sepert yang
drunutken pads gaear dbawan ini:
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Gambar 42. Linat Downiasd

Menu Shoutbox

57 Untuk posting status dapat mengisl kafinat di koton shoutbae, 13 piin Kiren. Unbuak Attach
Gambar, bise kit link Attach gambar (iog. max 2 M8)
Ty EEEEEETT S

o

Buku Petunjuk
Fanggunaan File Sharing DPFR

Gambur 43, Kolom Shoutha dan Membuks Parduss File Sharkg DFR

Gamber 40 Uhat Peraturan Schen

Menu Video

30. Untuk medihat Peratura Sekgen, maks dapat d-kiik link Video talu ki gamibar segitiga (oay)
sspantl yang ditunjuidkan pada gamhar cibawah int
T ki St

TJEN DPR STIAP BERUBAH ]
st
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Gamzar 8] Lt vides

Menu email DPR
53 Urtuk mengakses smail DPR, sedain dapat disksus melalul Bk makdpr goid, dapat |ugs dengan
merg-kik buttan E-mal DPR. seperti gam ha cibawath i
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Gambar 44, Membuks ¢ mal OPR

Menu Logout
54. Unituk kelua darl apiiazl portal, capat meng-kik DLATON Log Out, seperti gamaar di hawan ini:

Gamzar 45, Ketuar dart apieasi Fortal

Menu Struktur Organisas|
S8 Untuk mulhat srukiue organisasi Setjen, daga mena-kii Lk Sekretariat lendaral, woert!
garvhar b baeah iré

P Seruktar Orgaaivast Sebirvtaries Tenders! DPR KI

Gambi 45 Hafaman trukeur Organisas Sekretariot lendaral DO AL 1t nitaw dacat manenjuan pomenghs
Jsbatan deoga Wnsor kearsh titic bt |
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Menu Badan Keahlian

6. Untuk meinat struvtur organ smi 6K, tapat meng-bik inc Badan Keshlian, seperts gambar
dawah ini

—— Strukier Orgesbes Bodan Keshlian DFSCI

Gamtar 47, Halaman Struktur Creantsay Sacan Keahban DPR A

Menu Ulang Tahun

57. Pada Menu Uang Tahun ni, dapac dilkar slapa yang bandang tabun harl ini, nama dan umerrps
Sarra i3 oKk rama pegaws yang beralang tanun, skan muncy| data lenghapays

|
z

Gambar 48, Menu Ularg Tahun

Menu Pegawai Pensiun
S8 Pada Menu Pegawai P daj yang ki nama

din tanggalnya Serta Jia c-kik nama pegawst yang skan memasuki mass purna s, akan
uncul gat lengkapoya

B

Gambar 43, e Pegrwsi Persian

Menu Teman Kerja

59. Pada Menu Teman kerfa, caost diihat slaps =@ teran satu bagan, Marmur, [ka di-wik ink
Daftar Pegawai Selergtapnya, a<an muncul Daftar Pegaasi darl A-Z separti gaenbar dibawzlh,
Pada tiep foto dapat dklik sehengga atan moncul dats detsil masing-masig pegaws

Gambar SO. Manu Taman Cejs

EQ. Pads Daftar Pegawas dapat cilakukan parcarian menurut nama, jabatan dan teieoacn. pada zolom
kosang doawah masing mosirg nama kolom,

SEKRETARIS JENDERAL,

R\
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Lampiran 14 SK Penetapan Aplikasi SNIPER

cet

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : | =74 /SEKJEN/2021
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN ELEKTRONIK (SNIPER)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, periu
mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik
(Sniper) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

b. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia disusun untuk mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirim, dan/atau
menyebarkan Surat elektronik baik internal maupun eksternal
mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Informasi
Persuratan Elektronik (SNIPER) Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Paraf 1 Paraf 2

—= | 4
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Mengingat
Paraf 1 | Paraf2
o,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2008 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5071);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

112 |Page



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Paraf 1 | Paraf2

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN ELEKTRONIK
(SNIPER) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat
diakses melalui laman portal https:/portal.dpr.go.id. ~dengan
mencantumkan username dan password.

Aplikasi  Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
merupakan sistem persuratan elektronik di lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibangun
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Aplikasi  Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
memiliki beberapa fitur, antara lain:

Indexing;

E-Disposition;

Reporting;

Archive; dan

Open Acces and Portable.

Pao o

Aplikasi  Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
memuat :

1. Tampilan Beranda Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik
(SNIPER) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia berisi menu :

a. Profil yang berisikan data dan informasi serta tandatangan
elektronik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Paraf 1

Paraf 2

b. Beranda/ Dashoard yang menggambarkan data dan informasi
tanggal, nomor, dari, dan perihal surat masuk dan surat keluar,
serta dilengkapi dengan e-sign;

c. Surat masuk yang memiliki fungsi untuk mengupload surat,
Inbox sebagai sarana masuknya surat, History untuk
menggambarkan perjalanan proses surat, dan tembusan untuk
menyediakan informasi surat yang ditujukan kepada pegawai
sebagai tembusan suatu surat secara elektronik; dan

d. Surat Keluar;

2. Untuk menggugah surat keluar wajib mencantumkan data dan
informasi:

status surat pribadi atau kedinasan;

nomor agenda;

asal surat;

tujuan Surat;

tanggal Surat Masuk;

kategori Surat yang terdiri dari Undangan, pemberitahuan,

dan/atau edaran;

g. keterangan lampiran;

h. nomor surat

i

J

o0 T

perihal surat
sifat surat rahasia atau umum; dan
k. menu melampirkan file surat.

Aplikasi  Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SNIPER)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini
dikelola dan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi teknologi
Informasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Panduan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Elektronik
(SNIPER) serta pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan
Elektronik (SNIPER) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya

@
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Paraf 1

h

Paraf 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1

Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, dan Teknologi Informasi di Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan  dan
Dokumentasi Informasi Hukum, Tata Kelola
Teknologi  Informasi, Sistem Informasi dan
Infrastrukur Teknologi informasi Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

/7

INDRA YSKANDAR

-~
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NCMCR

JSEKJEN2021
TANGGAL 1 November 2021

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKAS! SISTEM ELEKTRONIK PERSURATAN (SNIPER)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Buku
Manual
SNIPER

V Fitur Aplikasi Sniper

Panf | ‘Mﬂ

Fitur dan Menu
pada SNIPER

Menu Profile

Login
aplikasi
SNIPER
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MEMBUAT
EKSTERNAL
APLIKASI SNIPER

o mno. wa:ﬂm:umnm.

Pomberfin MEMBUAT
D s SR Do o ¥mra il conosn INTERNAL

APLIKASI SNIPER

=

Membuat atau Mengirim surat keluar
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SURAT MASUK Action melihat ist surat dapat mengklik hen berfkut.

D Monu pada SUAT IMASUR

PENGELOLA PERSURATAN

Surat Masubk

MENU Sub Bagian Persuratan

B0 Torade Fortome - Prveey sive risaa b b conmeca i

' (==
1. Action Melapack s berfungsi wituk memberiken surst ke atasan

4 Corteh Swrat Mebnr EXatorit Darm SanIns G N e

(Rl Pt Paraf | rn‘{:J
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Berikut inl merupakan contoh Berlkut Ini merupakan contoh
hasil Cetak Tanda Torima hasil catak Kartu Kendali

s i

s p—
it

ik eambiah U sic ogian
W Darerang A atan be

Dafear Tanda Terima

Daftar Surat Ko luar (kstarnal
o

Setelah surat telah diinput pada menu Is: Tanca Terimes, Anda dapat
kemball Isinya dan baglan surat dikirim
ke tujuan, Menu Upload digunakan untuk mengunggah file surat fisik
yang diterima oleh bagian persuratan,

Klik tkon berlkut untuk dapat melihat isi surat.

Cetak kartu
kendali
sebagai tandn
terima bahwa
surat sudah

salr:j;::’rt SEKRETARIS JENDERAL,

=1
untuk menyimpan surat sehagai drofr kiik /
Kirken jika £ tetah diisi dengan benar.
e o INDRA (SKANDAR

Taral | | Peat 3

— ‘f
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Lampiran 15 SK Penetapan website

SELIEN DR Ay
-~
S ha

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /4 34 ISEKJEN/2021
TENTANG

PENETAPAN WEBSITE
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Paraf 1
—

Paraf 2

a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pewakilan Rakyat
Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, periu
mengembangkan website Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

b. bahwa website diperlukan sebagai suatu sarana penyerapan
aspirasi masyarakat dan pendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan website Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Paraf 1 Paraf2
L=

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

6. Peraturan Sekretais Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;,

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN WEBSITE
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat di akses
melalui laman https://www.dpr.go.id.

Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini digunakan sebagai
media penyampaian informasi mengenai tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

9
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Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini memuat menu:
Header yang terdiri dari :

1.

~0 Qo0

pencarian;
webmail;

kontak;

PPID;

layanan; dan
tautan tv parlemen.

Bar yang terdiri dari:

a.

Beranda website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
menampilkan informasi mengenai berita terkini seputar Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agenda, dan kalender
masa sidang;

Berita menampilkan informasi mengenai berita seputar kegiatan
seluruh alat kelengkapan dewan di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

Agenda yang menampilkan informasi masa sidang, reses, dan
kegiatan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Legislasi yang menampilkan informasi daftar Program Legislasi
Nasional jangka anjang dan Program Legislasi Nasional
prioritas tahunan;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai
pusat informasi produk peraturan perundang-undangan;

Daftar Anggota menampilkan informasi biodata angoota Dewan
Perwakilan Rakya Republik Indonesia;

Alat Kelengkapan yang menampilkan informasi mengenai
anggota dan informasi umum Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

Tentang DPR menampilkan berbagai informasi terkait sejarah,
tata tertib, keanggotaan, kode etik, tugas dan wewenang, hak
dan kewajiban anggota, dan informasi terkait tugas dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3. Footer yang terdiri dari tautan:

a.
b.
C.

Sosial media Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Berita;
Tentang DPR;
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KELIMA

Alat Kelengkapan;

Reformasi Birokrasi;

Legislasi;

Daftar Anggota;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
Parlemen Remaja;

Daftar Anggota;

Badan Keahlian;

Korpri Setjen DPR;

. Arsip DPR;
Serba-Serbi;
Galery,

Link; dan
Open Parliament.

apo3gz3TETITTQ MO

Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan
ini dikelola dan dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas
di bidang Media Cetak dan Media Sosial di Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEENAM . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur Utama
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

2. Kepala Pusat/Biro/inspektur: Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, Pemberitaan Parlemen serta Teknologi
Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

Paraf |

Paraf 2
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3. Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan Dokumentasi
Informasi Hukum, Tata Kelola Teknologi Informasi, Sistem
Informasi dan Infrastrukur Teknologi informasi, Media
Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
%

INDRA NDAR

Paraf 1 Paraf 2
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Lampiran 16 Data Aplikasi yang dimiliki PUSTEKINFO

DAFTAR APLIKASI SI-INDA DENGAN STATUS KELENGKAPAN DOKUMEN
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Lampiran 17 Daftar aplikasi yang telah memiliki SK Penetapan

APLIKASI YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI
SURAT KEPUTUSAN SEKJEN DPR RI

(\[o]

Nama Aplikasi

. Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (SI RAJIN)
. Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS)
. Sistem Paket Informasi Terkini (SIPINTER)
. Sistem Dukungan Pemberian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG)
= Aplikasi E-Learning
Sistem Administrasi Surat Tugas (SIRATU)
. Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)
Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS)
Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU (SIPANLAK
Uuv)
Aplikasi Layanan Penyaluran Delegasi Masyarakat
Aplikasi E-Document Rapat dan Persidangan
Aplikasi Sistem Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota
[[1 | Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)

Aplikasi SMS Gateway
Aplikasi Cloud.dpr.go.id
115 e-Disiplin Pegawai Negeri Sipil
‘7 Sistem Informasi Legislasi (SILEG)
(ks E-Reporting Kunjungan Kerja Perseorangan ke Daerah Pemilihan (E-
REPORTING KUNDAPIL)
kel Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS)
Website DPR
Aplikasi PORTAL PEGAWAI
Aplikasi Email DPR
Aplikasi E-sign Cloud
Aplikasi SNIPER
Aplikasi LEGALITAS
Aplikasi ONTIME
Aplikasi SI-SUSAN

Aplikasi PERISAI
Z: . SI-TANANG (Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Administrasi Anggota)

<0l Website Pengaduan Masyarakat
Whistle Blowing System ( WBS )

<. Rumah Aspirasi

<el | SIAP

<. SEMAR

<5 Standarisasi

<5 ROPIM
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Lampiran 18 Testimoni pengguna template SK Penetapan Aplikasi

1047 O m = & = -

<= - DPR Vita Fathiya...

Mbak vita,... ., g6 o

Sudah pakai template SK Penetapan
ajukan ya... 14.06 =
Gimana mibak, mudah gak? Ada
kendalakah?

1A.07 <~

Syudaaah mbae...

Berkat templete mibae. . ak bikin sSK
crm 3 hr dah lgs selesai di tanda

tanganin pak sekjen.. 14.20

Makasih ya mba

Waaaa@ ‘Qﬁ Q:'R 14.20 ~2~

= kirim pesan

testimoni yang dikirimkan melalui media Whatsapp
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